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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan hadirat Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan k ia-
Nya, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Banda
Aceh Tahun 2021 dapat disusun untuk memenuhi

ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan =~ SAKIP  dimaksudkan  sebagai bentuk
pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kiperja

berdasarkan perencanaan kinerja startegis dan perencanaan kinerja tahynan
yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal un.
Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sehagai
evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah bagian dari Sijtem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah [satu
perbaikan kinerja yang harus dan terus dilakukan untuk membangun
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan |dari

SAKIP ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.
LKJIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif |bagi
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kiperja
dan pertanggungjawaban instansi pemerintah guna meningkatkan kinerja serta
bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna,

untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tghun
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pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami

l

bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh ini dapat membe
manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi ma
evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh

Atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah d
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (S
dukungan instansi lain serta masyarakat sehingga terlaksananya hasil ev
kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refo

Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kota Banda Aceh, Kami

mengucapkan terima kasih.

L Banda Aceh, Maret 2022
WA OTA BANDA ACEH
S . |
\ M

Jm H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Banda Aceh tahun

2021 menyajikan informasi targer dan capaian sasaran dan Indikator Kiz

Utama Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan dokumen perjanjian Kiz

nerja

{erja

Tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah

Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
Kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh diukur berdasal
penilaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang disusun seb

‘kan

agai

mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Da

erah

(RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Penilaian dilakukan demgan

membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keber
pencapaian target kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangy
di Kota Banda Aceh.

ilan

nan

Pemerintah Kota Banda Aceh dari hasil analisis isu-isu stra
menghasilkan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis atau Indi
Kinerja Utama (IKU). Indikator-indikator ini ditetapkan pada setiap

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh. Ikhtisar capaian kinerja
Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Meningkatnya kesadaran | Indeks Kota Syariah
masyarakat dalam | Kota Banda Aceh

penerapan syariat Islam

Terpenuhinya Standar | Persentase  Indikator % 77 83,21 108,06
Nasional Pendidikan | SNP yang telah
(SNP) pada setiap jenjang | dipenuhi Sekolah

pendidikan




Peningkatan kesejahteraan

masyarakat

Meningkatnya Indeks
Keluarga Sehat

Terwujudnya Kota Banda
Aceh sebagai Kota Ramah
Birokrasi

Peningkatan sarana dan
prasarana yang

mendukung pencapaian
Kota Layak Huni

Pemerataan

Angka kemiskinan

LKjIP
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Tingkat Pengangguran | % 6,08 8,94

Terbuka

Persentase % 75 80,80 10¥,73%
Peningkatan Nilai

investasi

Persentase Indikator
Kota Sehat yang
terpenuhi

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

Indeks Insfrastruktur
Kota Layak Huni

Indeks pembangunan

Indeks

62,90

71,00

Penyelenggaraan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah
Banda Aceh Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 1,324,514,182,725,00
dengan Realisasi pendapatan Rp. 1,209,702,073,68566, Anggaran belanja
1,332,172,790,386,00 dan dapat direalisasikan sebesar |Rp.
1,207,614,088,958,10 atau 90,65% dari anggaran yang dialokasikan dan efisiensi

anggaran dengan status efisien.

sebesar Rp.

dipenuhi

pembangunan berbasis % 96,74 95,26
gender dan ramah anak Genaer (PG

Persentase Indikator

Kota Layak anak yang % 62 69,3 1
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1.1  Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
(LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan setiap
Tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua
rangkaian yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan
evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal Tahun
Anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada
Tahun berikutnya yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai wujud
pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan
berisikan rencana kinerja dan capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021 merupakan capaian kinerja Tahun
keempat dari RPJM periode 2017-2022. Setiap instansi pemerintah mempunyai
kewajiban melaporkan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas,
transparan dan akuntabel;

2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian
target sasaran selama Tahun Anggaran 2021 dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.
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Tujuan:

1. Sebagai media informasi kinerja yang menyajikan perencanaan,
pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh
selama Tahun Anggaran 2021 yang merupakan Tahun keempat RPJMD
Priode 2017-2022;

2. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan berkesinambungan terhadap
kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh ditahun 2021 dan untuk bahan acuan
perbaikan serta peningkatan kinerja ditahun berikutnya;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Banda
Aceh dengan menerapkan asas transparansi, sistematik dan akuntabel.

Fungsi :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh
berfungsi sebagai media hubungan kerja Organisasi;

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh
berfungsi sebagai media Akuntabilitas;

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh
berfungsi sebagai media Informasi umpan balik perbaikan Kinerja; dan

4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh
berfungsi sebagai media informasi Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan

dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang diamanahkan.

1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1.31  Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kota Banda Aceh
Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah, sesuai

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang

lokasinya, penggunanya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
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daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien
dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah

terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan

dengan nomenklatur sebagaimana tersaji pada Tabel 1.1:
Tabel 1.1

Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Pendidikan

Kesehatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sosial

USAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pangan

Pertanahan

Lingkungan hidup

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Perhubungan

Komunikasi dan informatika

Koperasi, usaha kecil, dan menengah
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Kelautan dan perikanan

Pariwisata

Pertanian

Kehutanan

Energi dan sumber daya mineral

Perdagangan

Perindustrian

Co|l ~J| | Ul W= W] M| =

Transmigrasi

Disamping itu juga melakukan urusan pemerintahan umum dan

tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.3.2  Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Banda Aceh yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap penataan
perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Berlandaskan
Peraturan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyesuaian
kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh dengan memperhatikan prinsip tepat fungsi dan tepat
ukuran (right sizing) berdasarkan beban kerja sesuai denga kondisi nyata, dan
hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang
rasional.

Pembentukan Organisai Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dengan asas
efesiensi, efektifitas dengan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja
yang jelas fleksibilitas, urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
dan intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah sesuai amanah
Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

I
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Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sesuai Qanun Nomor 11

Tahun 2016 berjumlah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah tersaji pada Gambar

# B G
Gambar 1.1
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banda Aceh
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Perangkat daerah kota yang menyelenggarakan keistimewaan Aceh
bidang pelaksanaan Syari'at Islam, Pendidikan, Adat serta Peran Ulama
sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdiri dari :
1. Dinas Syari‘at Islam, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam;

2. Dinas Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
pembinaan pendidikan Agama Islam;

3. Dinas Pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang
pelayanan Pertanahan;

4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, menyelenggarakan Urusan

Pemerintah bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan kota;
5. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintah

‘l
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bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota, menyelenggarakan Urusan

Pemerintah bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi

muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam;dan

Sekretariat Baitul Mal Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang

pengelolaan Zakat, harta wakaf, dan harta agama.

Di samping itu untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pada
perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebanyak 26 UPTD sebagaimana

tersaji pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Urusan Pelaksana Teknis Daerah
Pemerintah Kota Banda Aceh
1. | UPTD Sanggar Teknologi Komunikasi dan
Informasi Pendidikan (Tekkomdik) Dinas Pendidikan dan
2. |UPTD Satuan Pendidikan Non Formal | Kebudayaan
(SPNF)
3. | UPTD Instalasi Farmasi
4. | Puskesmas Meuraxa
5. | Puskesmas Jaya Baru
6. | Puskesmas Banda Raya
7. | Puskesmas Baiturrahman
8. | Puskesmas Batoh .
9. | Puskesmas Kuta Alam Dinas Kesehasan
10. | Puskesmas Lampulo
11. | Puskesmas Lampaseh Kota
12. | Puskesmas Kopelma Darussalam
13. | Puskesmas Jeulingke
14. | Puskesmas Ulee Kareng
15. | UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa | Dinas Perumahan
(Rusunawa) Rakyat dan Kawasan
Permukiman
16. | UPTD Lembaga Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yan i g
Berh,]adapan Dengan Hukglm (LPKS ABI-fg) Dinas il
NIRMALA
17. | UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja
18. | UPTD Rumah Potong Hewan Dinas Pangan,
Pertanian, Kelautan

Pemerintate Zota Banda »eett
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19. | UPTD Pelabuhan

20. | UPTD Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan

21. | UPTD Terminal

22. | UPTD Pasar Dinas Koperasi, UKM

23. | UPTD Metrologi Legal dan Perdagangan

24, | UPTD Sistem Informasi Geografis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

25. | UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(PPB dan BPHTB)

26. | UPTD Perlindungan perempuan dan Anak | Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk, dan
keluarga Berencana

Badan Pengelolaan
Keuangan Kota

Berdasarkan Perangkat Daerah dan UPTD yang dibentuk terdapat
satuan organisasi atau jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2021 sebanyak 678 jabatan struktural, sebagaimana tersaji

pada Tabel 1.3:
Tabel 1.3
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh
(No[ =~ ‘Esdon = [ jumiah |
1 | EselonIla 1
2 | EselonIIb 36
3 | Eselon Illa 57
4 | EselonIIlb 108
5 | Eselon Iva 433
6 | EselonIVb 43
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1.4  Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditempatkan pada perangkat daerah per
31 Desember 2021 sebanyak 4.163 Orang. Perincian jumlah tersebut adalah

sebagai berikut :
1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Grafik 1.1

Berdasarkan Jenjang Pendidikan
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2. Berdasarkan Golongan

Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

e N e ¥ = VT
i laki-laki

Golonganl| Golongan Il Golonganlll  Golongan IV

3. Berdasarkan Eselon

Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

e
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1.5  Isu Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau

diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah kerena dampaknya

yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendesak, mendasar, dan
menetukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa
yang akan datang.

Beberapa isu strategis atau permasalahan yang behubungan dengan
prioritas pembangunan daerah Tahun 2021, yang dituangkan di dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 adalah
sebagai berikut:

1| / Reformasi dan Optimalisasi Pelayanan Publik ‘

Optimalisasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan i

./
3 ,  Peningkatan Terapan E-Goverment

4 / Peningkatan SDM Aparatur

i ,  Pelayanan Terhadap Pengguna Jasa

6 / Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

7 ,  Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi |
Stabilitas Ekonomi |

e/ |
9 / Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan :

10 / Pemberdayvaan UMKM

11 Penyerapan Tenaga Kerja

12 y, Pemberdayaan LKMS Pertumbuhan Produk Unggulan

13 ,  Penanganan Covid-19 (Kesehatan, Ekonomi dan Sosial) |
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Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda
Aceh sebagai Berikut :

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 |
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem |
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022,
sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang ditetapkan
dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 23 Tahun 2018

tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Tahun 2021;dan
Perjanjian Kinerja (PK) Walikota Banda Aceh Tahun 2021.
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1.7  Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN ' |

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud, tujuan dan Fungsi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi Perangkat
Daerah, Susunan Organisasi Perangkat daerah, Sumber Daya Manusia, Isu-isu
Strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh, Dasar Hukum |
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Sistematika

Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan dan Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja

Tahun 2021 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
Tahun 2021. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi
pembandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021. Analisis capaian
kinerja Tahun 2021 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa
indikator realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional; analisis
keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi,

langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.
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BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Banda
Aceh dalam kurun waktu Tahun 2021 serta langkah di masa mendatang yang
akan dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan capaian

kinerja dan daftar penghargaan yang didapat Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun 2021. ‘
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21 RENCANA STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya Visi

mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaks}
pembangunan, siatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi s bagai
panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanak
Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun dokumen perencanaan pntuk
periode 5 (lima) Tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditetapkan dalam dokumen Repcana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota ﬁanda
Aceh Tahun 2017-2022. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :
Visi Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mewujudkan sasaran|yang
akan dicapai oleh Kepala Daerah pasangan H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak,
MM (Walikota) dan Drs. ZAINAL ARIFIN (Wakil Walikota) ingin mem[

awa

KOTA BANDA ACEH sebagai berikut :
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“TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH
GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH”

Gemilang adalah menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan
terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendiglikan,
menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan B]}lgkaj
Syariah adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan gesuai
Syariat Islam.

Demi terwujudnya Visi, maka dilaksanakan Misi sebagai berikut




Laforan Kinerja Tnstansc Pemenintak

Pemerintah Kota Banda Aceh merumuskan Tujuan dan Sasaran seﬂbag i

berikut :

e

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Isl

Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang
endidikan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat
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Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat

i

Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah serta indikator dan
disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah

beserta Indikator dan Target Selama 5 (Lima) Tahun
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Misi 2 : Meningkatkan  [Mewujudkan Persentase % 70 72 75 7 80
Kualitas Pendidikan, pendidikan kota Banda | Indikator SNP
Kebudayaan, Aceh  yang bermutu, | yang telah
Kepemudaan dan berdaya saing, | dipenuhi Sekolah
Olahraga berkarakter Islami dan
berprestasi
Misi 3 : Meningkatkan |Mewujudkan Angka Jiwa 18.621 | 18.531 |18.442 |18 !352 18.263
Pertumbuhan Ekonomi, |pertumbuhan  ekonomi | Kemiskinan
Pariwisala dan vang  inklusive dan [ 735 6% | 655 | 6los | 568
Kesejahteraan berkelanjutan Tingkat % ! d aid :
Masyarakat Pengangguran
Terbuka
Porsentase o 15 25 50 ¥ e 100
Peningkatan
Nilai Investasi
Misi 4 : Meningkatkan |[Meningkatkan  kualitas | Persenlasen Indeks 05 0,6 07 038 0,9
Kualitas Kesehatan kesehatan masyarakat Indikator Kota
Masyarakat Sehal yang |
terpenuhi .
Misi 5 : Meningkatkan |Mewujudkan tata kelola | Indek Kepuasan | Indeks 70 75 80 8_% 90
Kualitas Tata Kelola pemerintahan yang baik | Masyarakat
Pemerintahan yang (IKM) ‘
Baik
Misi 6 : Membangun Meningkatkan kualitas | Indeks Indeks | 61,40 | 61,90 | 62,40 | 6290 | 63,40
Infrastruktur Kota Yang [dan  kuantitas sarana | Insfrastruktur |
Ramah Lingkungan dan [serta  prasarana  kota | Kota Layak Huni
Berkelanjutan yang berwawasan |
lingkungan dan
berkesinambungan |
Misi 7 : Memperkuat  |[Meningkatkan kualitas | Indek % 95,66 | 96:02 | 96,38 | %674 | 97,10
Upaya Pemberdayaan |hidup perempuan anak | Pembagunan |
Perempuan dan serta pengendalian | Gender (IPG)
Perlindungan Anak penduduk = = 1 =
Persentase % 33 56 59 f}% 65
Indikator
Kota Layak Anak
yang |
Dipenuhi

Penyusunan Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda|Aceh

|
Tahun 2021 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu kepada

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembang ;unan
Jangka Menengah Daerah Kota banda Aceh 2017-2022, Peraturan Walikota

Banda Aceh Nomor 103 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah D:
Kota Banda Aceh Tahun 2021, Keputusan Walikota Banda Aceh Nom

erah
442

Tahun 2020 tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pemerfintah
Kota Banda Aceh. Target Kinerja adalah presentasi nilai yang dicapai sdlama

Tahun berjalan. Target Kinerja pada sasaran strategis menjadi hal penting
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2021

dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya mencapai Visi dan

Misi.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun dan berdasarkan | pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kiinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RIETMD)
Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pemepintah

Daerah Tahun 2021, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas

1

dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Banda Aceh Tahun 2021,
|
serta dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota ﬁanda

Aceh Tahun 2021. Tema atau fokus pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2021

adalah: “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Selanjutnya dijadikan acuan

dalam penyususunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun

2021 yang ditanda tangani oleh Walikota Banda Aceh. Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021 tersaji pada Tabel 2.2:

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021

2

M ) ©) @ ©)
Misi 1 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan
Agqidah, Syariah dan Akhlak

1 | Terwujudnya nilai - Meningkatnya Indeks Kota 80%
nilai Islami dalam kesadaran Syariah Kota .
seluruh aspek masyarakat dalam | Banda Aceh
kehidupan warga Kota | penerapan syariat
Banda Aceh Islam f
OPD Penangungjawab : Dinas Syaria’at Islam, '
OPD Pendukung : Dinas Pendidkan Dayah, Sekretariat Majelis
Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh.
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Misi 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Fan

Olahraga

2

Mewujudkan
pendidikan Kota Banda
Aceh yang bermutu,
berdaya saing,
berkarakter Islami dan
berprestasi

Terpenuhinya
Standar Nasional
Pendidikan (SNP)
pada setiap jenjang
pendidikan

Persentase
Indikator SNP
yang telah
dipenuhi
Sekolah

OPD Penangungjawab : Dinas Pendidikan Kebudayaan,

OPD Pendukung : Dinas Perpustakaan & Kearsipan,
Dayah, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah

Dinas Pendile

5

Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejaht

Masyarakat

3

Mewujudkan
pertumbuhan ekonomi
yang inklusive dan
Berkelanjutan

Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat

Angka
Kemiskinan

1 58.352

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

Persentase
Peningkatan
Nilai Investasi

75%

OPD Penangungjawab : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

OPD Pendukung : Sekretariat Baitul Mal, Dinas Koperasi Usaha Keail
Menengah & Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Misi 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

4 |Meningkatkan status | Meningkatnya Persentase 0,8
kesehatan masyarakat |Indeks Keluarga Indikator Kota -
Sehat Sehat yang
terpenuhi
OPD Penangungjawab : Dinas Kesehatan
OPD Pendukung : Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerinahan Yang Baik
5 | Mewujudkan tata kelola| Terwujudnya Kota | Indeks 85%
pemerintahan yang baik| Banda Aceh sebagai | Kepuasan |
Kota Ramah Masyarakat
Birokrasi (IKM)
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OPD Penangungjawab : Sekretariat Daerah

Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Inspektor t,
Satpol PP & WH, Kecamatan

Misi 6. Membangun Infrastuktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan

Berkelanjutan
6 | Meningkatkan kualitas | Peningkatan sarana | Indeks 62,90%
dan kuantitas sarana | dan prasarana yang | Infrastruktur |
serta prasarana kota mendukung Kota Layak
yang berwawasan pencapaian Kota Huni ’
lingkungan dan Layak Huni |
berkesinambungan

OPD Penangungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,

OPD Pendukung : Sekretariat Daerah, Dinas Lingungan Hidup,

Kebersihan dan Keindahan Kota, Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dinas Perhubungsn,Badan Penanggulangan Bencana Daerah

I 4
|

Misi 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunganﬁx Anak

7 | Meningkatkan kualitas | Pemerataan Indeks 96,74%
hidup perempuan dan | pembangunan Pembangunan
anak serta pengendalian| berbasis gender dan | Gender (IPG) !
penduduk ramah anak Persentase 62%
Indikator Kota
Layak Anak
yang dipenuhi

OPD Penangungjawab : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindupgan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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mendukung capaian sasaran pada Tahun 2021 tersaji pada Tabel 2.3: '
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Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.3

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah

_J0t Baiila Acel it 2021

untuk

Prografn Penun]ang Urusan Pemerintahan -Rp. 561,114,253,406
Daerah Kabupaten/Kota |
2 | Program Pengelolaan Pendidikan Rp. 75,665,430,610
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Rp. | 148,272,839,827
Perorangan Dan Upaya Kesehatan '
Masyarakat
4 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 10,882,524, ?00
(SDA) |
5 | Program Pengembangan Perumahan Rp. 1,074,000,#00
|
6 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Rp. 2,224,824 900
Ketertiban Umum |
7 | Program Pemberdayaan Sosial Rp. 78,803,000
8 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Rp. 1,043,6 35,?00
Pemberdayaan Perempuan
9 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rp. 178,57 8,%00
10 | Program Pendaftaran Penduduk Rp. 1,088,515,550
|
|
11 | Program Penataan Desa Rp. 2,132,453,000
12 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan | Rp. 17, 123,572,4{00
Angkutan Jalan (LLA]J)
13 | Program Informasi Dan Komunikasi Publik | Rp. 1,830,242,350
14 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Rp. 913,1 QG,TOU
Saing Kepemudaan |
15 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 140,015,200
16 | Program Penyelenggaraan Persandian Rp. 218,283,350
Untuk Pengamanan Informasi !
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17 | Program Pengembangan Kebudayaan Rp. 64,713,500

18 | Program Pembinaan Perpustakaan Rp. 10,413,866,000

19 | Program Pengelolaan Arsip Rp. 34,281,000

20 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi | Rp. 15,578,822,050
Pariwisata

21 | Program Penyediaan Dan Pengembangan | Rp. 1,558,262,000
Sarana Pertanian

22 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Rp. 10,303,483,350
Industri

23 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan | Rp. 3,453,471,p13
Rakyat

24 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Rp. 18,732,751,800
Dan Fungsi DPRD

25 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Rp. 3,148,976,450
Evaluasi Pembangunan Daerah

26 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. | 145,254,021,478

27 | Program Kepegawaian Daerah Rp. 3,609,094,400

28 | Program Pengembangan Sumber Daya Rp. 862,761,050
Manusia

29 | Program Penelitian Dan Pengembangan Rp. 1,280,029,800
Daerah

30 | Program Penyelenggaraan Pengawasan Rp. 1,734,501,000

31 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Rp. 563,4 12,?50
Dan Pelayanan Publik

32 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan | Rp. 1,122,708,250
Karakter Kebangsaan |

33 | Program Syariat Islam Aceh Rp. 12,697,670,500

34 | Program Pengembangan Kurikulum Rp. 47,430,?00

35 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Rp. 5,867,987,000
Daya Manusia Kesehatan ,

36 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan | Rp. 20,923,712,000
Sistem Penyediaan Air Minum

37 | Program Kawasan Permukiman Rp. 8,561,758,950

38 | Program Penanggulangan Bencana Rp. 4,022,689,176

39

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas

110,000,000
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Tenaga Kerja
40 | Program Perlindungan Perempuan Rp. 260,673,650
41 | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Rp. 115,116,700
Ketahanan Pangan Masyarakat
42 | Program Pengendalian Pencemaran Rp. 1,319,247,800
Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
43 | Program Pencatatan Sipil Rp. 97,334,000
44 | Program Peningkatan Kerjasama Desa Rp. 222 652, ‘;500
45 | Program Pembinaan Keluarga Berencana Rp. 2,908,818,000
(KB) |
46 | Program Pengelolaan Pelayaran Rp. 501,563,000
47 | Program Aplikasi Informatika Rp. 3,581,447,810
48 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Rp. 425,303,900
Koperasi
49 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Rp. 9,761,650,600
Saing Keolahragaan
50 | Program Pengembangan Kesenian Rp. 35,097,850
Tradisional
51 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp. 3,025,669, -?50
52 | Program Pemasaran Pariwisata Rp. 2,406,988,000
|
53 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Rp. 13,883,076,p69
Perdagangan
54 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Rp. 2,199,074,730
55 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Rp. 817,302,200
Perencanaan Pembangunan Daerah
56 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. 4,155,660,400
57 | Program Perumusan Kebijakan, Rp. 263,141,250
Pendampingan Dan Asistensi ,
58 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp. 345,793,750
Dan Kelurahan
59 | Program Peningkatan Peran Partai Politik | Rp. 3,231,402,050
Dan Lembaga Pendidikan Melalui |
Pendidikan Politik Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik _
60 | Program Majelis Permusyawaratan Ulama | Rp. 620,017,400
(MPU) Aceh
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|
61 | Program Pendidik Dan Tenaga Rp. 157,704, POO
Kependidikan .
62 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan | Rp. 642,427,400
Dan Makanan Minuman |
63 | Program Pengembangan Sistem Dan Rp. 580,566,000
Pengelolaan Persampahan Regional |
64 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Rp. 260,163,875
Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran
65 | Program Rehabilitasi Sosial Rp. 1,634,530,416
66 | Program Penempatan Tenaga Kerja Rp. 160,473,600
67 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 186,087,§50
68 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Rp. 6,723,958,150
Hayati (Kehati)
69 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | Rp. 1,153,028,750
70 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan | Rp. 66,744,80{)
Keluarga Sejahtera (KS) |
71 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Rp. 112,439,100
Koperasi
72 | Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 185,795,200
73 | Program Pengembangan Kapasitas Rp. 400,000,000
Kepramukaan
74 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp. 3,551,335,000
75 | Program Stabilisasi Harga Barang Rp. 265,103,000
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting _
76 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Rp. 19,999,700
Industri Nasional
77 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Rp. 1,858,000,?}27
78 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan | Rp. 24,566,000
Organisasi Kemasyarakatan |
79 | Program Baitul Mal Rp. | 24,711,150,404
80 | Program Pemberdayaan Masyarakat Rp. 1,060,268, PO
Bidang Kesehatan
81 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan | Rp. 4,309,457,000
Sistem Air Limbah
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82 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Rp. 1,713,589,750
Dan Utilitas Umum (Psu)
83 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Rp. 4,089,310,590
!
84 | Program Hubungan Industrial Rp. 265,000,000
85 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender | Rp. 30,125,p00
Dan Anak I
86 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp. 48,726,000
87 | Program Pemberdayaan Lembaga Rp. 2,051,318,250
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat i
88 | Program Pengendalian Pelaksanaan Rp. 387,135,250
Penanaman Modal !
89 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Rp. 599,725,500
Cagar Budaya
90 | Program Pengembangan Sumber Daya Rp. 404,877,000
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
91 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Rp. 403,101,500
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
92 | Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra | Rp. 23,330,000
93 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan | Rp. 23,974,805,815
Sistem Drainase '
94 | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, | Rp. 10,318,750
Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi ‘
Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
95 | Program Penanganan Bencana Rp. 226,156,800
96 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Rp. 154,730,(100
97 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Rp. 242,887,2 ‘00
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan |
Lingkungan Hidup (PPLH)
98 | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Rp. 332,792,000
Informasi Penanaman Modal !
99 | Program Pengelolaan Permuseuman Rp. 281,2 19,({00
100 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil | Rp. 127,574,Q|00
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101 | Program Standardisasi Dan Perlindungan | Rp. 50, 154,‘;350
Konsumen
102 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Rp. 234,464,900
Pemerintahan Desa
103 | Program Peningkatan Kewaspadaan Rp. 118,164,000
Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
104 | Program Pendidikan Dayah Rp. 8,859,263,?)00
105 | Program Perlindungan Khusus Anak Rp. 743,770,500
106 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, | Rp. 12,918,299, ;250
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
107 | Program Majelis Adat Aceh (MAA) Rp. 464,079,404
108 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Rp. 3,328,000
Produk Dalam Negeri
109 | Program Penyelenggaraan Majelis Rp. 186,112, 'T}SO
Pendidikan Aceh |
110 | Program Penataan Bangunan Gedung Rp. | 25,507,249,156
111 | Program Peningkatan Pendidikan, Rp. 351,076,100
Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan |
Hidup Untuk Masyarakat
112 | Program Pengembangan UMKM Rp. 52,094,100
113 | Program Penataan Bangunan Dan Rp. 14,118,602,900
Lingkungannya
114 | Program Penyelenggaraan Jalan Rp. 15,991,771,000
|
115 | Program Penanganan Pengaduan Rp. 147,301,000
Lingkungan Hidup
116 | Program Pengelolaan Persampahan Rp. 10,756,149,940
117 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp. 164,399,000

24

Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh tercantum dalam

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 telah dilak%ukan
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perubahan sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor Ma.’:g";‘un
2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh. Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemdrintah
Kota Banda Aceh Tahun 2021 tersaji pada Tabel 2.4: |

Tabel 2.4 !

Meningkatnya kesadaran  Indeks Kota Syariah Kota 80%
masyarakat dalam Banda Aceh
penerapan Syariat Islam
2 | Terpenuhinya Standar Persentase Indikator SNP yang 17%
Nasional Pendidikan telah dipenuhi Sekolah
(SNP) pada setiap jenjang
pendidikan
3 | Peningkatan kesejahteraan 1) Angka kemiskinan 18.352
masyarakat _
2) Tingkat Pengangguran 6,08%
Terbuka :
3) Persentase peningkatan 5%
nilai investasi
4 | Meningkatnya Indeks Persentase Indikator Kota Sehat | 0/8%
Keluarga Sehat yang terpenuhi !
5 | Terwujudnya Kota Banda | Indeks Kepuasan Masyarakat 85%

| Aceh sebagai Kota Ramah | (IKM)

| Birokrasi
6 | Peningkatan sarana dan Indeks Infastruktur Kota Layak | 62/90%
| prasarana yang Huni
mendukung pencapaian
Kota Layak Huni
7 | Pemerataan pembangunan | 1) Indeks Pembangunan 96,74%
berbasis gender dan ramah Gender (IPG)
| anak ' 2) Persentase Indikator Kota 62%

f | Layak Anak yang dipenuhi [




Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu ins

pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang

disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIF) ini

|
disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dl?lam

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan

dan program. |

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Banda Aceh

tahun 2021 ini menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang d

am

dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan (cara

membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran
dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam kurun waktu tertentu
hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan
peningkatan di masa yang akan datang.

inerja

dan

dan

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator,

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan regt
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 T
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemban

|
1lasi

hun
|

nan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rendana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemeri.tﬁtah

29
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Daerah, maka pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi
rencana atau target yang ditetapkan, dikelompokkan dalam nilai dan predikat kil

sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1:

Tabel 3.1
Skala Nilai Perinikat Kini'a
1 91% <100% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3. 66%<75% Sedang
4, 51% <65% Rendah
5. <50% Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesta Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021

Meningkatnya kesadaran | Indeks Kota Syariah
masyarakat dalam | Kota Banda Aceh
penerapan syariat Islam
Terpenuhinya Standar | Persentase  Indikator % 77 83,21 108,06
Nasional Pendidikan | SNP  yang telah
(SNP) pada setiap jenjang | dipenuhi Sekolah
pendidikan
Peningkatan kesejahteraan | Angka kemiskinan Jiwa | 18,352 20,950 88%
masyargkat Tingkat Pengangguran % 6,08 8,94 68%
Terbuka
Persentase % 75 80,80 107,73%
Peningkatan Nilai
investasi
Meningkatnya Indeks Persentase Indikator Indeks 0,8 0,82 103%
Keluarga Sehat Kota Sehat yang
terpenuhi
Terwujudnya Kota Banda | Indeks Kepuasan Indeks 85 87,97 103,49%
Aceh sebagai Kota Ramah | Masyarakat (IKM)

dan

1erja
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Peningkatan sarana dan Indeks Insfrastruktur | Indeks | 62,90 71,00 112,87%
prasarana yang Kota Layak Huni
mendukung pencapaian
Kota Layak Huni
Pemerataan Indeks pembangunan % 96,74 95,26 98,47 %
pembangunan berbasis Gender (IPG)
gender dan ramah anak
Persentase Indikator % 62 69,3 112%
Kota Layak anak yang
dipenuhi

Dari hasil analisis terhadap 7 (tujuh) sasaran yang mencakup 10 (sept ilu.h)

indikator sasaran, dapat diketahui bahwa 6 (enam) sasaran kinerja mendapat predikat

“sangat tinggi”, 1 (satu) sasaran kinerja mendapat predikat “tinggi” , adapun s

tersebut dikelompokkan sesuai predikat kinerja tersaji dalam Tabel 3.3:

Tabel 3.3

Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah
Kota Banda Aceh Tahun 2021

Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

Ul B WO e

Sangat Rendah
Jumlah

85,71
14,29

100

aarxan
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Analisis capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis Pemerintah Kota

Banda Aceh pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3.21 Analisis Kinerja Sasaran 1 : “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

dalam Penerapan Syariat Islam”

Sasaran Strategis 1 merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke-satu yang

ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Pelaksanaan Syariat i

dalam Bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak” dengan tujuan “Terwujudnya nilai-

nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga kota Banda Aceh”. U|

mengukur sasaran ke satu “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam pener

ntuk

pan

|
Syariat Islam” tersebut dengan indikator sasaran yakni “Indeks Kota Syariah Kota

Banda Aceh” pada tahun 2021 target sebesar 80 dan realisasi sebesar 76,77 dengan

capaian sebesar 95,96% sehingga kategori predikat “Sangat Tinggi” sebaga.in}ana

tersaji pada Tabel 3.4: '

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2021

1. Indeks Kota Syariah Kota Indeks 80 76,77 95,96 Sangat
Banda Aceh Tinggi

Rata-rata Capaian Kinerja 95,96

Penilaian capaian survey pelaksanaan Syariat Islam tahun 2021 dengan real]

sasi

76,77 dari target nilai 80 dengan capaian kinerja sebesar 95,96%. Hasil perhitungan/IKS

menunjukkan bahwa tingkat pengamalan Syariat Islam saat ini di Kota Banda A
memiliki skor 76,77. Saat ini skor capaian antara kelima dimensi bervariasi te

sebagai berikut :

|
\ceh

rsaji
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Tabel 3.5
Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh
Dimensi Jumlah | Jumlah | Indeks
Dimensi| Indkato | Dimensi

Al-Din 9 17 90.20
Al-Nafs 18 47 81.05
Al-Nasl 4 12 74.12
Al'Aql 7 19 | 657
Al-Mal 13 21 72.77

IKS o1 116 76.77

Berdasarkan tabel 3.5 ada beberapa dimensi yang menjadi skor Indeks Kota

Syariah Kota Banda Aceh, adapun penjelasan Syariah dan Maqashid Syariah sebagai

berikut:

Kata syara' secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksuginya

adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam

adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam,

baik di dunia maupun di akhirat. Secara etimologi syariah juga berarti aturan jatau

ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, sh
haji, zakat dan seluruh kebajikan.

alat,

Dalam dimensi hukum, kajian maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah

sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seb
berikut.

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan
diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhada

agai

dan

jpan

dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber

utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau d
beradaptasi dengan perubahan sosial.
Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teor]

telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi muijt:
sesudahnya.

apat

| ini

ahid
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Ketiga, pengetahuan tentang magqashid al-syari'ah merupakan Kkunci
keberhasilan mujtahid dalam ijtithadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah

setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Pengertian Maqasid Al-Khamsah
Magqasid al-Khamsah adalah 5 tujuan syarat yang meliputi aspek kehidupan yaity :
1. Hifdzu Al-Din ( melindungi agama )
Pentingnya perlindungan terhadap Aqidah dan ajaran syariat serta pembelaan
terhadap penistaan dan pelecehan nilai-nilai Agama.

2. Hifdzu Al-Nafs (melindungi jiwa)
Syariat islam sanggat menjunjung tinggi terhadap jiwa manusia sehingga perlu

adanya perlindungan terhadap keselamatan dan martabat jiwa manusia.

3. Hifdzu Al-Agl (melindungi akal/ pikiran)
Syariat Islam menepatkan akal budi pada suatu tempat yang mulia sehingga pLerlu
pat

dijaga keberadaannya dan perlindungan terhadap hal-hal yang d
menghilangkan atau merusak akal.

4. Hifdzu Al-mal (melindungi harta)
Pengamanan hak serta pembelaan terhadap keberadaan harta seseorang )Thng

diatur melalui syariat

5. Hifdzu Al-Nasb (melindungi keturunan)

Syariat mengatur dan menjaga kemurnian keturunan melalui pernikahan dan

melindungi generasi penerus dengan aturan yang jelas dan tegas.
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» Teknik Perhitungan

Dari data-data yang terkumpul selanjutnya dilakukan perhitungan nilai|IKS.

Proses perhitungan melalui beberapa tahapan, antara lain: normalisasi data,

pembobotan, dan agregasi.

1. Normalisasi Data

Data kuantitatif yang diperoleh dari berbagai sumber perlu dinormaJisasi

sehingga nilai-nilai indikator berada pada skala perhitungan yang sama, yaitu skala
0 s.d 100, misalkan Normalisasi dapat dilakukan dengan beberapa metode

tergantung dengan bentuk nilai dan ketersediaan acuan nilai idealnya. Untuk

indikator yang memiliki acual ideal yang jelas (misalnya standar pemerintah, jatau

pun hasil penelitian yang relevan), maka normaliasi dilakukan dengan metode

min-max, yaitu dengan formula sebagai berikut:
(i) Untuk indikator yang berpengaruh positif:

1, =—xe"Xun 00
X e = X o

max min

(i) Untuk indikator yang berpengaruh negatif:

T = | 1-Xa = Xuin 1,100,
X=Xy

: Nilai indikator yang telah dinormalisasi
X : Nilai indikator sebelum dinormaliasasi
X, :Nilaiideal maksimum

X :Nilaiideal minimum

Untuk indikator yang tidak memiliki acuan ideal yang jelas, maka normalisasi

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menimbang pendapat ahli yang diben

Tim Koordinasi Pembangunan Islami (TKPI) Kota Banda Aceh yang sesuai terha

tuk
dap

a5
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pencapaian nilai indikator Indeks Kota Syariah kota Banda Aceh. Penilaian dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut :
Tabel 3.6
Skor Indikator Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh

L 100 Sangat baik

2. 80 Baik

3. 70 Lebih dari cukup

4. 60 Cukup

9. 50 Kurang

4. 40 Buruk

S. 20 Sangat buruk
Sumber : Pendapat Ahli Tim Koordinasi Pembangunan Islami

(TKPI) Kota Banda Aceh

Selain untuk menyamakan skala data, dalam perhitungan IKS ini, normalia
juga dimaksudkan untuk menyesuaian nilai indikator menjadi relatif terhadap aguan

nilai idealnya. Misalnya indikator tingkat kemiskinan yang pada dasarnya betada
pada skala 0 s.d 100%, perlu disesuaikan terhadap acuan nilai ideal tertentu, apabila
tingkat kemiskinan dianggap sudah amat sangat baik bila mencapai 5%, dan sudah
amat sangat buruk bila mencapai 30%, maka nilai 5% dan 30% ini, masing-masing
akan menjadi nilai ideal minimum dan maksimum dalam perhitungan normasilasi
menggunakan Pengendalian bahan baku, tingkatan maksimum dan tingkatan
minimum. Sehingga pada akhirnya nilai indikator yang telah dinormaliasi ini gkan
memiliki makna konsisten secara menyeluruh dalam perhitungan IKS, yaitu
bermakna terburuk untuk nilai 0 dan bermakna terbaik untuk nilai 100.

2. Pembobotan Dimensi dan Indikator

Pembobotan yang dilakukan dalam perhitungan IKS ini adalah pembombg¢tan
setimbang. Ada 3 tahap dalam pembobotan, yaitu: (1) setiap dimensi (magasid) dj
IKS diberikan bobot yang sama; (2) setiap sub dimensi dalam dimensi diberikan bobot

lam

yang sama; dan (3) setiap indikator dalam sub dimensi diberi bobot yang sama.
Dalam perhitungan IKS, mengingat terdapat sejumlah indikator yang belum

tersedia datanya sehingga tidak dilibatkan dalam perhitungan, maka pembobotan
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dalam sub dimensi terkait akan disesuaikan menjadi setimbang antar indikator yang

terlibat dalam perhitungan. Demikian juga pada level sub dimensi, apabila terdapat

sub dimensi yang belum terukur, maka pembobotan dalam dimensi terkait akan

disesuaikan menjadi setimbang di antara sub dimensi-sub dimensi yang tetlibat

dalam perhitungan.

3. Agregasi

Tahapan terakhir dalam perhitungan IKS adalah agregasi nilai indi
menjadi nilai-nilai indeks (indikator komposit). Metode agregasi yang digung

an

adalah metode agregasi linier. Terdapat 3 level dalam agregasi, yaitu: (1) agregasi sub

dimensi dari indikator-indikator dalam sub dimensi; (2) agregasi dimensi (ma

asid)

dari sub dimensi - sub dimensi dalam magasid; dan (3) agregari IKS dari dimensi-

dimensi (maqasid) yang ada dalam IKS. Berikut formula dari setiap level agregasi:

ik

Agregasi Sub dimensi : IS, = Zmlm -1
k=1

Agregasi Dimensi : ID, = ) o IS,
J=1

5
Agregasi IKS : IKS = Z @y, - ID,

i=l

Dimana adalah /D, adalah indeks dimensi ke-i, /S, adalah indeks sub dim
ke-j pada dari dimensi ke-i, /, adalah nilai indikator ke-k dalam sub dimensi

pada dimensi ke-i, dan » adalah nilai pembobot.

4, Kategori Nilai
Pengategorian nilai dilakukan pada hasil agregasi sub dimensi, dim

(magqasid), dan IKS. Ketentuan kategori nilai tersaji sebagai berikut:

ensi

ke-j

ensi
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Tabel 3.7
Kategori Nilai
. NilaiKualitaif  Skor
Sangat Buruk 0-35
Buruk 35,01 - 45
Kurang 45,01 - 55
Cukup 55,01 - 65
Lebih Dari Cukup 65,01 - 75
Baik 75,01 - 85
Sangat Baik 85,01 - 100

Sumber: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Apabila dibandingkan dengan skor tahun 2020 sebesar 75,22 pengamalan

Syariat Islam di Kota Banda Aceh meningkat menjadi 76,77. Skor tersebut
menunjukkan adanya peningkatan capaian pelaksanaan syariat islam yang baik.
Namun target Nilai IKS untuk tahun 2021 dengan nilai 80 belum tercapai kayena
faktor ketersediaan data yang belum maksimal.
Kegiatan Survey pelaksanaan Syariat Islam yang dilaksanakan untuk
mengukur tingkat pengamalan Syariat Islam diKota Banda Aceh sehingga masyarakat
Kota Banda Aceh dapat memahami dam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung
didalam dimensi Maqasid Al-Khamsah didalam aspek kehidupan.
Beberapa faktor pendorong yang mendukung dalam pelaksanaan Syariat Islam
antara lain: Adanya dukungan langsung dari Walikota dan Wakil Walikota, Sejumlah
Perangkat Daerah dan masyarakat dalam wilayah Kota Banda Aceh. Dalam
Pelaksanaan masih ada beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti yaitu :
1. Masih lemahnya pemahaman tenaga penghimpun data dari OPD dalam
memenuhi indikator Maqasid.

2. Masih lemahnya pemahaman tenaga penghimpun data dari OPD djiam
memenuhi indikator Maqasid.

3. Masih ada indikator pada Perangkat Daerah tidak sesuai dalam teknik

penghitungan dengan target capaian yang diinginkan.
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4. Perubahan indikator pada Perangkat Daerah dalam memenuhi maqasidnya.
5. Lemahnya koordinasi lintas Perangkat Daerah.

Untuk mengikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Banda

merekomendasikan untuk:

1. Mengsosialisasikan hasil perhitungan kepada masyarakat melalui Web L

Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

2. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga penghimpun data IKS terkait te

pengimputan Form IKS.
3. Merancang aplikasi penghimpunan data IKS.
4. Menyusun langkah penghimpunan data IKS terintegrasi.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Sasaran 1 terhadap target RPJ]MD

Indeks Kota

Syariah  Kota|Indeks
Banda Aceh

Ji\ceh

inas

GRAFIK 3.1
Realisasi dan Target Sasaran 1 terhadap target RPJMD

Mtarget
L Realisasi
!uCapaian%
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FGD IKS Tahun 2021 yang di Laksanakan di Aula Dinas Syariat Islam Kota Banda Ac¢eh
yang diikuti oleh pengelola data dari berbagai OPD

e
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Rapat Penyampaian Hasil IKS Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah di Balai Kerukon Kpta
Banda Aceh

Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan” dengan Target 77 dan rea asi
83,21 dengan Persentase capaian Indikator SNP yang telah dipenuhi Sek¢lah
mencapai 108,06 % dan termasuk predikat “Sangat Tinggi”sebagaimana disajikan
dalam Tabel 3.9 berikut: |




Laporan Kinerja Tnstansi P

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2021

1. | Persentase Indikator SNP % 77 83,21 108,06 | Sangat
yang telah dipenuhi Tinggi
Sekolah

Rata-rata Capaian Kinerja 108,06

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah

LKjIP 20

Persentase Standar Nasional Pendidikan (SNP) tahun 2021 terealisasi 83,1 %

dari target 77%, dengan capaiannya sebesar 108,06 %. Hal ini tidak lepas dari star

ydar-

standar yang telah dibebankan didalam pelaksanaan proses Belajar Mengajar di

sekolah. Kenaikan ini merupakan akumulasi capaian dari 8 Standar Nas
Pendidikan (SNP) yang dicapai pada kedua jenjang sekolah tersebut. Rea
capaian SNP 83,21 % ini merupakan capaian rata-rata SNP Jenjang SD
mencapai 85,22 % dan Jenjang SMP mencapai 81,21 % yang diakumulasikan
dibagi dua. Secara akumulatif, rata-rata capaian pemenuhan SNP Jenjang SD dan
Tahun 2021 untuk masing-masing standar.

Secara umum jenjang SD dan SMP dalam capaian 8 SNP telah tercapai katé
Menuju SNP 4, yaitu:

Standar Kompetensi Lulusan ,

Standar Isi,

Standar Proses,

Standar Penilaian,

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Standar Pengelolaan Pendidikan,dan

L

Standar Pembiayaan.

: nal
isasi
yang
lalu

5MP

'gOri
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Ada 1 standar dalam capaian 8 SNP Menuju SNP 3, yaitu:
1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan capaian rapor mutu SD dan SMP seperti dipaparkan di|atas,
terlihat bahwa untuk tahun 2021 ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (5NP)
Sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh umumnya sudah sangat baik dengan ratzr-rata

capaian 83,21%. Capaian tertinggi adalah pada komponen Standar Kompetensi
Lulusan , SD =99, 88% dan SMP = 98,17%, rata-rata = 99,00%. Capaian terendah pada

komponen Standar Sarana dan Prasarana, SD = 80,72 %, dan SMP 79,93%, = rata-rata

= 79,93 %.
Capaian-capaian tersebut merupakan hasil analisis dari Rapor Mutu SelI

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana situas

olah

inya

dalam keadaan Pandemi Covid-19. Untuk Rapor Mutu difokuskan pada komppnen
terlaksanaannya Belajar Jarak Jauh (PJ]), Belajar Dari Rumah (BDR) dan melaksangkan

protokol kesehatan (prokes) di Sekolah.

Pada proses pembelajaran semester genap tahun 2021 (Bulan januari - Juni ),

masih adanya pandemi Covid-19 yang dampaknya mulai terasa akhir Maret, banyak
kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipending atau dialihkan. Terkait

pencapaian sasaran 2, dimana pendidikan menjadi inti intervensi, pr
pembelajaran dilaksanakan secara Daring melalui WA, Geogle Meet, Zoom

Aplikasi e-belajar yang bekerja sama dengan USK (Universitas Syiah Kuala).

Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan K

0ses

dan

(ota

Banda Aceh Nomor 420/A4/1800 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran

Tatap Muka Semester Ganjil Tahun 2021 (bulan Juli - Desember) pada M

Pandemi. Proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara Luring vy

[asa

ang

dilakukan 50 % dengan membagi 2 shiff (kelas A dan B) dan mengurangi 10

menit setiap jam tatap muka. Pada bulan Oktober hingga Desember 2

proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka penuh. Keadaan

menyebabkan loss learning mencapai 50 %.

)21,

ini
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Pelatihan untuk mengingatkan kembali para guru tentang metode pembelajaran |
baik yang menyentuh langsung pada pemberian motivasi anak untuk kembali be
dengan sempurna karena pada saat pembelajaran daring mempunyai kendala |
beragam. Program Sekolah Penggerak, Organisasi Pengerak dan Guru Pengg
yang telah di tetapkan untuk Pemerintah untuk jenjang TK ada 2 sekolah, jenjang

LKjIP 2021
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Untuk mengatasi hal ini maka Pemerintah kota Banda Aceh mengadLa.kan

rangka mengejar Loos Learning,

yang
lajar
yang
erak
5D 4
sekolah dan jenjang SMP 3 sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka da

am

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan Indikator
SNP yang telah dipenuhi Sekolah:

Ketersedian Dokumen 1 (KTSP), Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelaj

Pembiasaan dan Keteladanan di lingkungan sekolah oleh Kepala Sekolah, Guru

dan Tenaga kependidikan lainnya.

Pemberian motivasi, semangat belajar dan tampil yang diberikan dari berbagai

pihak (keluarga, guru dan pemerintah).

Ketersediaan media pendukung yang telah disiapkan sekolah dalam prpses

belajar mengajar.
Jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai bidang studinya.

Sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.

Perekrutan Kepala Sekolah melalui test serta pelatihan-pelatihan bagi pengajar.

Adanya dana bantuan untuk mendukung kegiatan sekolah.

Para guru dan murid melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik

dan konsisten.
Adanya perlombaan yang menjadi motivasi bagi siswa maupun guru da
mencapai target.
Adanya penegakan Tata Tertib Sekolah yang berisi kewajiban, |
larangan/sanksi dan pemberian penghargaan kepada siswa.

Adanya Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.

liam

nak,
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Selain faktor pendukung terhadap pelaksanaan Indikator Indikator SNP
yang telah dipenuhi Sekolah juga terdapat faktor penghambat terhadap
pelaksanaan tersebut yaitu:

Masih kurangnya siswa memiliki Gatget (HP Adroid), hal ini jika satu kehﬂ_axga
memiliki anak pada jenjang SD, SMP dan SMA.
Adanya gangguan Jaringan Internet pada daerah/sekolah tertentu.
Siswa tidak memiliki Paket Internet untuk melaksanakan pembelajaran Daring
(ID).
Orang Tua Siswa/Wali merasa tidak sanggup untuk mendampingi anaknya
dalam pembelajaran Daring.
- Masih rendahnya capaian Pelaksanaan Vaksin covid -19 bagi guru dan siswa.
- Masih Kurangnya komunikasi antara Komite dan orang tua/wali siswa ddlam
mengamalkan Pembiasaan dari hasil pembelajaran selama di sekolah kepada
siswa selama berada di luar sekolah.

- Masih kurangnya tenaga guru dan adanya tenaga honorer yang tidak sesuai

dengan bidang studi yang dibutuhkan.
- Masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang
lengkap dan layak.
- Masih ada sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana pendukung yan
lengkap dan layak.
- Fisik bangunan (sarana dan prasarana) yang menghambat proses belajar
mengajar.
- Masih kurangnya penegakan disiplin disekolah yang sesuai aturan dan
standarnya.
- Masih kurangnya pendanaan dalam program Pendidikan sehingga program tidak
merata kesemua sekolah (kurang berbobot).

Adapun Langkah Perbaikan/ Strategi Pemecahan Masalah yaitu:
- Memenuhi kebutuhan internet Sekolah dan Pemasangan Finger Print.

Menjalankan/mengimplementasikan Program Aplikasi Sinan Sikula.

45




Laponan Kinerja Tnstansi P

Melengkapi sarpras UKS, Lab. IPA, Ruang BK dan Toilet yang memen

Standar, dan sarana praktek Ibadah di beberapa Sekolah yang masih belum

memiliki sarana-sarana tersebut.

Merehabilitasi beberapa ruang kelas di beberapa Sekolah.

Memenuhi sarana prokes di beberapa Sekolah (terutama Sekolah-sekolah Kecil

dengan jumlah siswa kurang dari 100 orang).

Data Pendukung terhadap Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah yaitu:

Realisasi dan Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja

Raport Mutu PMP Tahun 2020

Dokumen RKT dan RKAS

Dokumen RKJM

Dokumen KTSP

Instrumen Supervisi Kelas / Akademik oleh Kepala Sekolah
Instrumen Monev yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah

RPJMD pada tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.10:

Persentase
Indikator SNP
yang telah
dipenuhi
Sekolah

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Sasaran 2 terhadap target RPJMD

76,31 | 79,93 | 92,73 | 83,21
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Sasaran Strategis 3 merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke-tiga yang
ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonpmi,
Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat” dengan tujuan “Mewujudkan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusive dan Berkelanjutan”. Untuk mengukur
sasaran ke tiga (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat) tersebut ada 3 (tiga) indikator
sasaran yakni Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Perserjtase
Peningkatan Nilai Investasi, adapun capaian pada tahun 2021 rata-rata ketiganya
sebesar 87,91% dengan kategori predikat “Tinggi” sebagaimana tersaji pada Tabel
3.11;
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Tabel 3.11
Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2021

1. Angka Kemiskinan Jiwa 18352 20,950 88
2. Tingkat Pengangguran % 6,08 8,94 68
Terbuka Tinggi
3. Persentase Peningkatan % 75 80,80 107,73
Nilai Investasi
Rata-rata Capaian Kinerja 87,91

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan

Angka Kemiskinan menjadi salah satu Indikator Kinerja yang tertuang

didalam Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 y

raitu

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat”

dengan tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusive
Berkelanjutan”. Pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Kesejahte]
Masyarakat” dengan indikator Angka Kemiskinan, penduduk miskin Tahun
sebanyak 20,950 jiwa.

Kemiskinan merupakan salah satu jenis permasalahan sosial yang diha
Kota Banda Aceh, dimana berdasarkan Data Kemiskinan dari Badan Pusat Stat
(BPS) Tahun 2021 Penduduk Miskin sebanyak 20,950 Jiwa atau sebesar 7,61 %
dibandingkan dengan Data Kemiskinan pada Tahun 2020 sebanyak 18,970 Jiwa
sebesar 6,90 % sehingga adanya peningkatan data kemiskinan pada Tahun

idan

raan

2021

Hapi
istik
jika

atau

2021

sebesar 0,71 %. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan angka kemiskingn di
Kota Banda Aceh pada Tahun 2021 disebabkan Kondisi pandemi Covid-19 sehingga

meningkatnya masyarakat Kota Banda Aceh yang mengalami pengangguran dan

juga
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dipengaruhi mahalnya harga barang dan jasa yang mengakibatkan kenaikan haj

umum.

Realiasi Indikator Angka Kemiskinan yang tertuang didalam sasaran 3 terr|saji

dalam tabel 3.12:

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Angka kemiskinan Sasaran 3 Tahun 2021

No IndikatorKinerja  Satwan Tahun 2021 Ch)
Target  Realisasi  CP3ian
1. Angka Kemiskinan Jiwa 18.352 20,950 88

Statistik Kunci, 2019-2021
Key Statistics, 2019-2021

i (4] 3 14 53]
SOSIALSDOAL
Fendaduk”/Popuketion ribu/thousand 268,15 8 5502
Lapu Pertumbuban Penducud ' Popsiaton Growth - 155
Angkas Harapan Hidup -« /Lfe Expectancy Bafe Labun/sean T1.36 1145 ns2
Angka Melek Huruf Usia 15 s Jiterecy Rate Aged 15+ % 99,65 %M ¥4

Tirvghat Partisgpa Anghatan Kergs -TPAK

L 12 Ly L8 300
Labour Force Pt poten Bele- L FFS oy . =
Tinghat Pengangguesn Terbiba TPT - 692 o.5e 564

Unerripdoyrmene Rate - LR

Perduduk Miskin® Poer Feupir’ i PN 19,42 1897 2055 ¢==ﬂ

Fenaent ase Pendudak Mirdkn® 4 "
- 32 650 761

Prrventage of Poor People
Garty Kemabinan, Line of PoverTy raphahrugat 28453 474997 638 617
Indries Pembangunan Manuag 1PM°

. 8507 541 8571
Homon Develepmient indes”
Inciths Perrbird oy aen Gerder IDG £3.30 6359

Hiaman Deeniopment Index

Inciei Pernboorgunan Gonder 176 w517 9526
Mumen Drvriopmmi Indee

EFDNOMY ECONGULY
Produk Domestih Regional Bruto (FDRER Harga Serlsky rnJlL_f rupals 18.54° 18.50° W
Geots Reyionsl Domest Bruse [GROF) of Current Price frlion rugets
Produh Domestik Begional Bruto (FORS? Harga Konttan triliun rupaah 15,16 14,64 1545
Gross Bpgieeay Dorneste Rroto (GRIFT of Constomt Prve’ onfliew rumatn
Ly Perturnbubun Henoms”/ Eonarm Grearh % 417 327 553
FORE Pev Lapita Harga Berbhy' ' s rupiah =
Pev Capets of GEDP ot Curreest Price s illcn rupnihs =29 FAABIN R
Ireflarsis Affromoer b 1L38 348 245
Pengeluazan Per Kipits 1970813 F001SIT 2397 301

Fer Capeta of Expenacitune

. KA D
Mg don L
Mraggparinin prowen gyt

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kota Banda Acel Dalam Angka 2022)
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Apabila dibandingkan dengan data DTKS PUSDATIN Desember Tahun 2021,
KEMENSOS RI, Data Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2021 sebesar 79.669 jiwa ,

dimana adanya penambahan jenis data kelompok Program Keluarga Harapan (PKH),

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Bantuan

Iuran (PBI) bidang kesehatan.

Faktor Pendorong yang mendukung pelaksanaan pada Indikator Angka

kemiskinan yaitu Peningkatan kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam upaya

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah

penyerahan bantuan korban bencana merupakan bagian dari upaya meningkatkan

daya tahan masyarakat dari dampak bencana yang terjadi, sehingga upaya te|

dilakukan secara berkesinambungan menyesuaikan banyaknya kejadian bencana yzéng

terjadi tiap tahun sepanjang tahun 2021 terdapat 80 kasus kejadian bencana, angka
menurun dari tahun 2020 yaitu sebesar 368 kasus.

Secara umum terdapat 3 faktor tidak tercapainya target tersebut yaitu (1) Kon
dan kesenjangan, seperti : kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelomp

pelecehan seksual dan masalah lingkungan; (2) perilaku menyimpang, seper

rus

ini

ok,
o

kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja dan

kekerasan pergaulan; dan (3) perkembangan manusia, seperti : masalah keluarga, u

lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi) dan kesehatan seksual.

isia

Penyebab lain tidak tercapainya capaian penurunan angka kemiskinan adTajL

pandemi Covid-19 di tahun 2021 sehingga mempengaruhi ketahanan sosial da
pemenuhan akan kebutuhan hidup.

Karakteristik Rumah Tangga Miskin lebih banyak terjadi pada kenaikan ]u:Iah

jiwa, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: status migrasi Kepala R

ah

Tangga (KRT), jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT) dimana rumah tangga
dari jenis kelamin perempuan lebih beresiko menjadi miskin bila dibandingkan

dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki, Umur
Kepala Rumah Tangga KRT, Jumlah ART, tingkat Pendidikan yang di tamatkan KRT,

status pekerjaan KRT dan status kesehatan. Faktor Pendidikan dan jumlah angg

ota
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rumah tangga adalah yang paling berpengaruh terhadap Status Kemiskinan Rumah
Tangga, namun hal ini tentunya diperlukan kajian lebih mendalam tentzzing
karateristik kemiskinan.

Permasalahan yang ditemui dilapangan terkait Pandemi Covid adalah situasi

yang mengganggu kondisi sosial dan ekonomi secara berkepanjangan. Aktivitas

masyarakat terpengaruh oleh regulasi yang mengatur kegiatan sosial dan ekono

dimana status pandemi di Kota Banda Aceh terjadi fluktuasi sehingga Pemerintah

santunan kematian bagi warga Kota Banda Aceh, dimana sepanjang tahun 2;21
sebanyak 253 santunan telah disalurkan.

Namun untuk mendapatkan impacy dalam jangka panjang belum cukup.
intervensi kebijakan yang berorientasi peningkatan pendapatan menjadi sangat
terbatas. Pelatihan dan pendampingan usaha kecil berkurang frekuensi dan j |
pesertanya. Pameran untuk promosi produk juga tidak lagi diselenggarakan, bahkan

kegiatan-kegiatan lain yang mensyaratkan pengumpulan banyak orang jhga

mengalami pembatasan, misalnya sosialisasi atau diseminasi program.
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Tabel 3.13
Perbandingan Angka Kemiskinan

SIMEULUE 18,98
ACEH SINGKIL 20,36
ACEH SELATAN 13,18
ACEH TENGGARA 13,41
ACEH TIMUR 14,45
ACEH TENGAH 15,26
ACEH BARAT 18,81
ACEH BESAR 14,05
PIDIE 19,59
BIREUEN 13,25
ACEH UTARA 17,43
ACEH BARAT DAYA 16,34
GAYO LUES 19,64
ACEH TAMIANG 13,34
NAGAN RAYA 18,23
ACEH JAYA 13,23
BENER MERIAH 19,16
PIDIE JAYA 19,55
BANDA ACEH 7,61
SABANG 15,32
LANGSA 10,96
LHOKSEUMAWE 11,16
SUBULUSSALAM 17,65
ACEH 15,33

Sumber: BPS Aceh, 2022
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Grafik 3.3

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 di
Provinsi Aceh
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Sumber : Dinas Sosial 2022

Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh merupakan nilai terendah di Provinsi

Aceh, yaitu sebesar 7,61%, angka tertinggi persentase kemiskinan terdapat di Kabup:
Singkil yaitu sebesar 20,36%.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kota Banda Aceh Tahun 2018 s.d 2021
dalam rangka penanggulangan kemiskinan

1 Jumlah Korban Bencana yang 67 1L 368 80
mendapat bantuan masa panik
selama masa tanggap darurat.

(Orang)
2 Jumlah PMKS memperoleh 507 517 3190 3257 _
bantuan sosial (Orang) |
3 Persentase Bantuan terhadap 477 477 379 421 7
disabilitas _

4 Jumlah PMKS yang mendapatkan 4.841 4.703 4.032 | 3913
pembinaan,/ Bansos (KPM)
5} Jumlah masyarakat yang 5.788 6.242 6.712 | 6.889
mendapatkan kartu E Waroeng
(Orang)

\ten
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6 Jumlah dukungan terhadap 105,3 156,7 116,6 133,9
sekretariat Pelaksana Program Juta Juta Juta Juta
Keluarga Harapan (Rp) _
7 Jumlah Gelandangan dan Pengemis 140 132 179 130 |
(Gepeng) yang mendapat
pembinaan (Orang)
8 Jumlah Lanjut Usia, Penyandang 833 756 614 264
Disabilitas dan Anak yang
mendapat bantuan dan pembinaan
(Orang)

Sumber: Dinsos, 2021

Penyaluran bantuan kepada kelompok miskin dan rentan miskin

merupakan kebijakan Pemerintah dalam rangka memberi jaminan sosial yTng

berkelanjutan. Sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.13, jumlah perolehan

bantuan sosial terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2(}21.

Kebijakan memberikan jaminan sosial juga dalam bentuk pembinaan kepada

Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Kota Banda Aceh yang seq
berkelanjutan telah dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 (Grafik 3.4

Grafik 3.4

Jumlah PMKS memperoleh bantuan
sosial (Orang)
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Penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas dilakukan kepada 421 dislTbil
pada tahun 2021, meningkat 42 orang jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu
sebesar 379 orang (Grafik 3.5).

Grafik 3.5

Persentase Bantuan terhadap
disabilitas

2021 |
2020
2019

2018 g

0 100 200 300 400 500 600

Upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat juga dilakukan sepanjang tahun

2018 hingga 2021 melalui kegiatan pembinaan kepada Kelompok Penerima Manfaat
(KPM) dari bantuan sosial yang disalurkan (Grafik 3.7). Pembinaan dilakukan agar
penerima manfaat memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mampu
menjadikannya lebih mandiri dan berdaya sosial, sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraannya.
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Grafik 3.6
Jumlah PMKS yang mendapat pembinaan/Bansos (KPM)

Jumlah PMKS yang mendapatkan
pembinaan/ Bansos (KPM)
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Dalam program BPNT, masyarakat penerima manfaat harus memenuhi syarat
dan mekanisme penyaluran bantuan, dimana salah satu mekanismenya adalah
kepemilikan kartu E-Waroeng, sehingga penyaluran tepat sasaran dan memiliki daya
ungkit bagi kesejahteraan sosial. Sepanjang tahun 2018 hingga 2021 penyaluran kartu
tersebut terus dilakukan sehingga program BPNT dapat berjalan dengan baik (Grafik

3.7).

Grafik 3.7
Jumlah Masyarakat yang mendapat kartu E-Waroeng (orang)

Jumlah masyarakat yang
mendapatkan kartu E Waroeng
(Orang)
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Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan terus berupaya

meningkatkan kapasitas dan kemampuan kesejahteraan bagi masyarakat, di
pelaksanaannya didukung oleh pelaksana PKH melalui sekretariat PKH Kota Banda
Aceh.Dukungan terhadap sekretariat PKH dilakukan sejak tahun 2018 hingga saat ini
dimana diharapkan akan mampu meningkatkan efesiensi kerja bagi pelaksana PKH di
Kota Banda Aceh (Grafik 3.8).
Grafik 3.8
Jumlah Dukungan terhadap sekretariat Pelaksana PKH

Jumlah dukungan terhadap sekretariat
Pelaksana Program Keluarga Harapan (Rp.Juta)

2021 [
2020
2019
2018 pE

Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis pada tuhun 2021 yaitu
sebesar 130 orang, angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu
sebesar 179 orang. |

Grafik 3.9

Jumlah Gelandangan dan Pengemis
(Gepeng) yang mendapat pembinaan

(Orang)
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Grafik 3.10

Jumlah Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas
dan Anak yang mendapat bantuan dan
pembinaan (Orang)
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Terhadap Faktor Penghambat berbagai Solusi dan Kebijakan Mengurangi

Angka Kemiskinan yaitu Percepatan pemulihan ekonomi pada 2021 merup;ﬂ:.kan

keniscayaan dan akan menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh. Program| pro

rakyat yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah santunan kemz

bagi masyarakat. Kebijakan bantuan santunan kematian yang dilakukan Pemeril

Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2021 telah terserap habis pada bulan Agustus

021,

sehingga Pemko Banda Aceh butuh memprioritaskan program tersebut sebagai bagian

dari upaya dalam mereduksi dampak pandemi bagi masyarakat Banda Aceh.

Disamping itu upaya pemenuhan SPM bidang Sosial juga diharap mai:npu

mengurangi angka kemiskinan dimasa yang akan datang, karena pemenyhan

kebutuhan dasar masyarakat di bidang sosial diharapkan dapat mengurangi b
sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Adapun upaya yang akan terus dilakukan dalam menurunkan angka kemisk
adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial, yaitu melalui pembs

pban

inan

brian

bantuan terhadap korban bencana alam; bantuan Program Keluarga Harhpan

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST)
Program Bantuan Iuran (PBI) bidang kesehatan;
2. Meningkatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial, yaitu bantuan terhadap o

dan

Fang
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terlantar, disabilitas, anak terlantar, orang tua terlantar dan lain-lain;

3. Meningkatkan Data yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan sosial, yaitu
merespon pengaduang terkait DTKS;
4. Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial, yaitu melakukan pendataan
dan pendampingan serta bimbingan bagi PSKS yang berpotensi memba%ntu
meningkatkan kesejahteraan PMKS,

Realisasi dan Target indikator kinerja Angka kemiskinan per tahun terhadap
target kinerja RPJMD pada tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.15:

Tabel 3.15
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Angka kemiskinan
terhadap target RPJMD

Angka Jiwa | 18,621 (18,531 | 18,442 118,352 | 18,263 | 19,120 | 19,357 | 45,323 | 20,930
kemiskinan
Grafik 3.11
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka kemiskinan
terhadap target RPJMD
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2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi alah satu Indikator Kinerja yang
tertuang didalam Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu

“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyara
dengan tujuan “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusive

Berkelanjutan”. Pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Kesejahte
Masyarakat” dengan indikator Tingkat Pengangguran terbuka seperti yang te
dalam tabel berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Sasaran 3 Tahun 2021
No  Indikator Kinerja Satuan Tahun 2021 (%) |
Taget  Realow | CUPWIE0
1. Tingkat pengangguran % 6,08 8,94 68

terbuka

at”
an
aan

rsaji

Tingkat Pengangguran terbuka merupakan penyakit ekonomi yang samgat

mempengaruhi laju perkembangan ekonomi suatu bangsa. Faktor utama

Pengangguran disebabkan ketersedian lapangan kerja yang sedikit sedangkan supply

angkatan kerja yang memasuki lapangan kerja setiap tahun terus bertambah. Hal ini

tentu terjadi gap yang menyebabkan terjadi pengangguran. Disamping itu penyebab

pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan,

dan

keinginan belajar para pencari pekerjaan yang tidak siap memenuhi kualifikasi yang

diinginkan oleh perusahaan. Perlu dijadikan catatan karena penyebab penganggiran

di Indonesia juga dipengaruhi teknologi yang menuntut pencari kerja lebih terampil.

Provinsi Aceh dengan ibukota Banda Aceh menjadi pusat perekonomian
pendidikan penduduk Provinsi Aceh yang terus berkembang dalam melaky
pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Pengangguran yang mern
permasalahan pada berbagai daerah di Indonesia dialami juga oleh Kota Banda A
Tingkat Penganggarun Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh diawal kepemimp

dan
kan
jadi
ceh.

Inan
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Walikota Aminullah Usman, SE, Ak, MM dan Drs. H. Zainal Arifin tahun 2017
mencapai 7,75% dan tahun 2018 menurun sebesar 7,29%. Pada tahun 2019 Tingkat

Pengangguran Terbuka kembali menurun menjadi 6,92%.

Pandemi Covid 19 yang menghempas semua sektor perekonomian di kota Banda
Aceh menyebabkan pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Banda Ageh
mencapai titik yang sangat rendah yaitu -3,29%. Pertumbuhan ekonomi yang minhus
ini menyebabkan terjadi ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan
meningkatnya angka pengangguran di kota Banda Aceh sebesar 9,54% pada tahun
2020. Efek dari Pandemi Covid-19 membuat pemerintah Pusat dan Daerah meng:.:tbil
kebijakan pengalihan dana pembangunan (refocusing) untuk  penanganan
penyebaran pandemi Covid-19 supaya tidak semakin melua. Refocusing ini salah satu

langkah awal dari pemerintah untuk memulihkan roda pertumbuhan ekonpmi

supaya stabil kembali. Dimana dengan harapan masyarakat dapat melakukan aktifi

ekonomi dengan baik tanpa ada rasa ketakutan akan terjangkit wabah ini.

Semakin membaiknya ekonomi pasca meredanya pandemi Covig-19

tahun 2021 TPT menjadi 8,94%. Jika dibandingkan dengan TPT tingkat Provinsi
tahun 2021 yang berada pada angka 6,30%, tentunya TPT Kota Banda Aceh m
diatas rata rata TPT Provinsi Aceh. Hal ini tidak telepas Kota Banda Aceh sebagai|ibu
kota Provinsi Aceh menjadi magnet tersendiri bagi penduduk Aceh yang berada
diberbagai kabupaten/kota untuk mencari pekerjaan dan keberuntungan di Kota
Banda Aceh yang merupakan pusat perekonomian Provinsi Aceh. Selanjutnya tabel
dibawah ini dapat dilihat perkembangan angka pengangguran terbuka (TPT) Kota

Banda Aceh sebagai berikut:
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Tabel 3.17
Perkembangan angka Pengangguran Terbuka (TPT)

2018 7,35 7,29

2019 6,55 6,92

2020 6,95 9,54

2021 6,08 8,94

2022 5,68 -
Grafik 3.12

Perkembangan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Banda Aceh

(2017-2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

~— =—==Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)

0 +—— ———— ——
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh

Penurunan angka pengangguran di Kota Banda Aceh tahun 2021 mend

1,07% dibandingkan tahun 2020, tentu tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota B¢

Untuk mengurangi angka pengangguran yang menjadi problem serius setiap d

maka Pemerintah Kota Banda Aceh terus memacu pembangunan di sektor formal dan
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informal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana diharapl-i:an

pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menurunkan angka pengangguran.

Pembangunan disektor rill yang merupakan sektor yang pembangunan ekonomi y
bersentuhan dengan perekonomian masyarakat secara langsung seperti pembini

UMKM dan industri kecil, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pas

g

arl

ar,

kemudahan dalam perizinan usaha membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Bapda

Aceh secara berlahan kembali pulih.

Disamping itu untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap dipasar kerja

pemerintah kota Banda Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan
UPTB BLK Kementerian RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi

Aceh setiap tahun melakukan pembinaan ketrampilan bagi pencari kerja supaya
mempunyai ketrampilan. Pelatihan ketrampilan ini dilakukan pada UPTD Balai
Latihan Kerja (BLK) Lamjabat Kota Banda Aceh seperti pelatihan ketrampilan

menjahit dasar, montir sepeda motor, pengelasan, perbaikan mesin pendingin,

pembuatan kue dan roti, tata rias dan sebagainya. Diharapkan pencari kerja

ini

mempunyai modal ketrampilaan untuk berwirausaha. Selain itu pembinaan Bursa

Kerja Khusus (BKK) di sekolah kejuruan, penempatan tenaga kerja yang terdaftar

terus dilakukan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang

membutuhkan. Pada Tahun 2021 pencari kerja yang berhasil ditempatkan sebanyak

147 orang yang ditempatkan pada berbagai perusahaan yang ada di Kota Banda A¢eh.

Realisasi dan Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target

kinerja RPJMD pada tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka
terhadap target RPJMD
Tingkat 7 735 | 655 | 695 | 608 | 568 | 729 6,92 9,54 8,94
pengangguran
terbuka
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Grafik 3.13
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka
terhadap target RPJMD
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Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam

mengurangi angka pengangguran.

Pelatihan Pengelasan SMAW posisi 2G
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3. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi men;

adi

penaggung jawab pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Banda Aceh merupakan capaian Kinerja Pemerintah Kota Ba
Aceh, dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut:

[¢

&

Pemenéntat Rota Banda ek

nda
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Rp 547,882,169,707 -
(808 %)

107,73%

Nilai Investasi

Capaian Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada
Tahun 2021 berjumlah Rp. 547,882,169,707, sedangkan capaian pada tahun 2018 i/ d

tahun 2021 nilai akumulasi realisasi investasi berdasarkan Laporan kegial
penanaman modal yang disampaikan oleh investor/pelaku usaha melalui laporan
kegiatan penanaman Modal Online (LKPM-Online) yaitu sebesar 1,662,056,609,073.
Adapun pencapaian peningkatan nilai investasi terbagi menjadi 7 subsektor unggul
seperti terlihat pada tabel berikut: ‘

Tabel 3. 20
Realisasi Investasi Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2021

Per- Sektor Usaha

Triwulan I Triwulan II Triwulan IIT Triwulan IV Total |
N 7 Sekt | %
g =5 (Rp) (Rp) (®Rp) (Rp) (Rp) i
1 Kehutanan, 382.500.000 361.000.000 5.000.000 26.000.000 774.500.000 0.14
Perikanan,
Pertambangan , |
Perkebunan, [
dan Peternakan
2 Jasa Lainnya 146.313.775.600 | 75.293.679.144 527.241.457 | 33.142.808.200 | 255.277.504.401 46,59
3 Konstruksi 1.679.500.000 | 14.743.400.000 | 13.848.000.000 6.070.600.000 36.341.500.000 6.63
4 Listrik. Gas dan 379.333.000 1.400.000.000 2.055.000.000 - 3.834.333.000 0.70
Air
5 Perdagangan 11.244.308.600 9.336.271.380 | 29.441.658.520 1.034.449.746 51.056.688 246 9.32
dan Reparasi
6 Transportasi, - 8.479.848.593 | 68.631.295.738 | 123.111.499.728 | 200.222.644.059 36.54
Gudang dan
Telekomunikasi
7 Industri - 135.000.000 70.000.000 170.000.000 375.000.000. : 0.07
Jumlah 159.999.417.200 | 109.749.199.118 | 114.578.195.715 | 163.555.357.674 | 547.882.169.707 1000
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Adapun capaian nilai realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada

sebagai berikut:

Nilai Investasi dasar 2017 : Rp 118.166.350.000,- / (0 %)
Nilai Investasi tahun akhir 2022 : Rp 650.000.000.000,- / (100 %)
Target Kinerja tahun 2021 : Rp 133.000.000.000,- / (75 %)
Realisasi nilai investasi 2018 s/d Tahun 2021  : Rp. 1.622.056.609.073 (283 %)
Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 : 107,73 %

Berdasarkan Persentase capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 107.73

lah

%.

Nilai ini didapat dari persenan hasil realisasi investasi tahun 2021 (80.8%) dibagi

persenan target realisasi investasi tahun 2021 (75%). Sehingga diperoleh nilai sebesar

107.73%.

sedangkan data realisasi capaian target diatas dapat disimpulkan bahwa nilai
realisasi investasi dari Tahun 2018 s/d Tahun 2021 telah mencewpaj

Rp. 1.622.056.609.073,- dengan persentase peningkatan nilai investasi adalah sebe
283 % dari target nilai investasi Sebesar Rp. 517.000.000.000,- /(75 %).

sar

Adapun rincian perhitungan persentase nilai realaisasi investasi pada tahun

2021 adalah sebagai berikut:

P=%x100%

& 547.882.169.707 — 118.166.350.000
~ 650.000.000.000 — 118.166.350.000
429.715.819.707
P= x1
531.833.650.000

P = 0.8080 x100 %

P =80,8 %

x100%

00%

Keterangan:
P = Persentase realisasi investasi
I" = Realisasi Nilai Investasi tahun berjalan

14 = Realisasi Nilai Investasi tahun dasar
I* = Target Realisasi Nilai Investasi tahun akhir
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Untuk mencari Persentase Capaian Kinerja Tahun 2021 :

) persenan dari realisasi
Capaian = x 100%
persenan target

Capaian = % x 100% = 107,73%

Sedangkan capaian nilai realisasi investasi jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yaitu tahun 2020 dengan tahun 2021 (yoy) terjadi kenaikan nilai realis
investasi sebesar 111% (288.675.879.023) Dimana nilai realisasi investasi pada tahun 2020
sebesar Rp. 259.206.290.684 dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707,-

Persentase nilai realisasi investasi pada tahun 2021 mencapai 80,8% disebabk
dal

karena kasus pendemi covid berangsur menurun, dan Tim pengawas penanaman m
terus meningkatkan promosi penanaman modal dan peningkatan kegiatan
pengendalian penanaman modal dengan melakukan pemantauan, pengawasan dan
pembinaan terhadap pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM-online. |

Dapat dilihat pada tabel berikut rincian capaian realisasi nilai investasi clian
Tahun 2018 s/d tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 3. 21
Persentase Peningkatan Nilai Investasi secara Tahunan

2018 22 82 79.833.650.000,- 248.650.675.993 15 24,53

2019 40 87 53.000.000.000,- 566.317.472.689,- 25 84,27 }

2020 80 806 133.000.000.000,- 259.206.290.684. - 50 26,52
4, 2021 120 1078 133.000.000.000.- 547.882.169.707 .- 75 80,80 |
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan peningkatan

persentase realisasi investasi dari tahun 2018 sebesar 24,53% ke tahun 2019 sebe$

84,27% dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar 26,52 % yang
disebabkan pandemi covid 19 sehingga mengakibatkan melemahnya tingkat
pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh, namun pada tahun 2021 terjadi

us

peningkatan nilai realisasi investasi sebesar 80,80%, ini disebabkan menurunnya kas
pandemi covid 19 pada tahun 2021 serta peningkatan promosi dan kegiatan
pengendalian penanaman yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di Kpta
Banda Aceh kembali membaik. '
Realisasi dan Target indikator kinerja Persentase peningkatan Nilai [nvesqFSi

Sasaran 3 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.22:

Tabel 3.22
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi
sasaran 3 terhadap target RPJMD

Persentase % 15 25 50 % 100 2453 | 8427 | 26,52 | 80,80

Investasi
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gambar berikut:
Grafik 3.14

REALISASI INVESTASI KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018 S/D TAHUN 2021

REALISASI INVESTASI KOTA BANDA ACEH
) o TAHUN 2018 5/D TAHUN 2021
Rp600,000,000,000.00 ‘ — - — :
i |
clrs ey Rp566,317,472,6 | . _‘
Rp500,000,000,000.00 ‘ 000 | T"“ :
: !
- Rp400,000,000,000.00 - = o — Rp259,206,290,68
| i ‘ 4.00 |
' Rp300,000,000,000.00 = SR |

' Rp200,000,000,000.00

'Rp100,000,000,000.00

2019 2020

Total Realisasi Investasi akumulasi dari tahun 2018 s/d 2021
sejumlah Rp.1.622.1 Milyar dari target Rp. 517.000.000.000,- (75%)
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Grafik 3.15

Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasj
Sasaran 3 terhadap target RPJMD

| 1
; 190 — N S S Ve E [
| ‘ i |
. |
100 ‘— . '
g o — |
| 60 | -~ I |
|
40
20
5 “— " |
! 2018
ki Target | 15
WRealisasi 2453
Licapaian% 164%

Berdasarkan Press release Realisasi Investasi Aceh triwulan IV pada tangg:r(] 8
I
49

Februari 2022, Kota Banda Aceh berada di peringkat 8 terhadap PMDN sebesar 352,

juta investasi dengan jumlah proyek sebanyak 662 proyek investasi, dapat dilihat p?da
|

tabel dibawah ini :

Tabel 3.23 . |
Peringkat Realisasi Januari-Desember 2021

A Camtd Ll LS v ! |
1 Uskseumime IO FTT) 1 MagenRiye w1 a0 )
3 heehbear Lids i L 1 ash Simghid msreon &
3 desh Borat Dova wares a 1 Aceh Temggans 18785904 ]
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| dehtalitan nast s
ER T fr “
10 deeh Seiatan 180 vy = b frn i
bl Biraid o 18 Bener Mariah a1 1 |
12 Langse Lot ) s01 iU Rde M1is :
10 et Rat LIt " 1 leseu e 1
18 R Singud L o 13 Ssharg eain L]
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17 Gy Lt 187 % 15 deehltas (L2 ¥
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Tzl eveirituan 1mse  asm
|
Bidang Bataka PM T 11 Ahmat va 9 - Basda Leeh, [ d atapacahil
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diantaranya seperti uraian berikut ini :
1. Faktor Penghambat Peningkatan Realisasi Investasi

a.

2. Faktor Pendorong Peningkatan Realisasi Investasi

a.

Ada beberapa faktor yang berdampak terhadap Peningkatana Nilai Inves

Masih perlunya peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business) d

promosi serta kajian terhadap lahan-lahan investasi yang tersedia di Kota Bar

si,

lan

da

Aceh yang masih sangat minim sehingga arah strategi investasi tidak terjabarkan

secara signifikan, selain itu eksekusi terhadap realisasi investasi besar dan

penyebaran investasi yang berkualitas masih rendah.
Infrastruktur untuk eksekusi investasi besar belum mendukung, seperti kapas

listrik dan air yang mencukupi, selain itu tenaga kerja yang trampil juga belim

memadai.

Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman bagi investor/pelaku usaha

mengenai kebijakan penanaman modal dan penyampaian laporan kegiatan

penanaman modal secara daring melalui lkpm-online. Padahal Laporan Kegigtan

Penanaman Modal (LKPM) adalah merupakan potret realisasi investasi di suatu

daerah.

. Masalah indikator makro ekonomi yang belum sepenuhnya pulih (contohnya

inflasi, suku bunga, nilai tukar). Namun penyebab utama investor asing ypng
hendak hengkang dari Indonesia, karena iklim investasi di Tanah air yang tidak

kondusif daya saing yang lemah dan kepastian hukum yang belum maksimal.

Dengan adanya sistim aplikasi perizinan secara online yang saat ini disebut
dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), maka lebih

mempermudah bagi pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi se¢

during melalui aplikasi tersebut.

ara

. Sebuah investasi, baik asing maupun dalam negeri, harus dapat memberikan

manfaat bagi UMKM dan masyarakat lokal serta pengusaha daerah untuk

mengambil bagian dalam investasi tersebut, oleh karenanya diperlukan
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. Faktor Strategis yang di Lakukan (Solusi) Terhadap Peningkatan Realisasi
Investasi

d.

LKjIP 202
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peningkatan investasi besar untuk bermitra dengan UMKM, untuk peningkatan
investasi dalam negeri (PMDN) khususnya UMKM.

. Setiap investasi membutuhkan permodalan yang sangat besar, untuk fitu

|
Pemerintah harus dapat mendorong akses permodalah yang mudah bagi
investor/ pelaku usaha untuk mendukung peningkatan investasi yang lebih baik

lagi.

. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi

tingkat kebutuhan investasi.

Perlunya peningkatan pemahaman pelaku wusaha mengenai ketentgan
pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha da

melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Perlunya peningkatan terhadap kemudahan berusaha (ease of doing business)

dan kemudahan iklim investasi investor friendly serta promosi terhadap 1 -
lahan investasi yang ada di Kota Banda Aceh. Dan perlunya peningkatan investasi
besar untuk bermitra dengan UMKM, untuk peningkatan investasi dalam negleri
(PMDN) khususnya UMKM.
Perlunya peningkatan kebijakan beberapa sektor industri khusus yang memilj.kj

potensi PAD dan penyerapan tenaga kerja yang besar.
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KEGIATAN PEMANTAUAN
PENANAMAN MODAL

Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal
pada PT. KOPI KELOR SUMATRA MAKMUR
JLT.LAKSAMANA NO.1 B.ACEH (Tanggal
21/9/2021)

Tim Pemantauan sedang memberikan
Pembinaan dan Pengarahan LKPM pada
PT. KOPI KELOR SUMATRA MAKMUR
JLT.LAKSAMANA NO.1 B.ACEH (Tanggal
21/9/2021)

Foto bersama Tim Pembinaan dan
Pengarahan Pengisian LKPM pada Apotik
Kimia Farma JL.PONEGORO B.ACEH
(Tanggal 12/10/2021)
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Tim Pemantauan sedang melakukan

Pembinaan untuk Pengisian LKPM

pada HIP HOP HOTEL JL.MOHD JAM
NO.70 Kampung Baru B.ACEH

Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal di RSU Cempaka Lima pada
Tanggal 17 Februari 2021 di Jl. Politehnik Aceh
Beurawe. Tim Pengawas sedang melakuka
survey di lokasi bangunan yang sedang di

bangun.

Sasaran Strategis 4 merupakan salah satu upaya pencapaian misi ke empat yang

ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Kualitas kesehatan
Masyarakat” dengan tujuan yang sama “Meningkatkan Kualitas kesehatan
Masyarakat”. Pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Indeks Keluarga

Sehat” dengan indikator Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi mencapai 103%

dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.24:
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Tabel 3.24
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2021 |

1. Persentase Indikator Indeks 0,8 0,82 103 Sangat |
Kota Sehat yang Tinggi |
terpenuhi

Untuk mengukur sasaran keempat digunakan satu indikator Persentase
Indikator Kota Sehat yang terpenuhi Tahun 2021 terealisasi 0,82 dari target |0,8
Capaian Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi Tahun 2021 lebih baik
dibandingkan Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi Tahun 2020 yang
terealisasi sebesar 0,49 dengan target 0,7, Persentase Indikator Kota Sehat yang
terpenuhi diperoleh dari survei pendataan keluarga dalam rangka program Indon:%sia
sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) telah dilakukan sejak tahun 2017. Prgses

pelaksanaan dilakukan oleh petugas Puskesmas dengan melakukan kunjungan

i = e |

langsung kerumah warga dan membawaProfil Kesehatan Keluarga (Prokesga) y

telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari hasil pendataan, kemudian data
Prokesga tersebut diinput kedalam aplikasi Keluarga
(keluargasehat.kemenkes.go.id). Setelah data diinput dengan lengkap, maka aplik
akan menampilkan keluaran berupa status Kesehatan keluarga tersebut.

Terdapat 12 indikator utama yang telah ditetapkan untuk menyatakan suatu
keluarga sehat atau tidak, yaitu :

=

Keluarga mengikuti Pogram Keluarga Berencana (KB);

Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;

Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;

Bayi mendapatkan Asi Ekslusif;

Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;

Penderita Tuberkulosis paru mendapatkan pegobatan sesuai standard;
Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;

Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
Anggota keluarga tidak ada yang merokok;

0 ® N QU@
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10. Keluarga sudah menjadi anggota jaminan nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;dan
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pengkategorian keluarga menurut Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah seba
berikut :

- Keluarga Sehat : IKS diatas 0,800

- Keluarga Pra Sehat :IKS 0,500 - 0,800

- Keluarga Tidak Sehat : IKS kurang dari 0,500

Rekapitulasi IKS Keluarga kemudian digunakan un

fuk

menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa, kelurahan, kecamatan, dst) yang

menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut.

Di Kota Banda Aceh telah dilakukan pendataan keluarga di 90 Gampong s¢

telah dientri di Aplikasi Keluarga Sehat, dan dapat dilihat pada dashbord stg
pendataan yang dapat menampilkan jumlah keluarga yang telah terdata dan In
Keluarga Sehat (IKS), dirinci dari nasional hingga desa dan kelurahan.
pendataan keluarga sehat dari aplikasi keluarga sehat dapat diunduh sehingga da
diolah dan dianalisis lebih lanjut.
Namun permasalahannya adalah sampai saat ini data aplikasi Keluarga Se

belum terupdate. Sesuai data yang diambil dari aplikasi Keluarga Sehat dihalan

tus
eks
asil

pat

hat

[lan

https:/ /keluargasehat.kemkes.go.id/ per tanggal 31 Desember 2021 Capaian IKS

Kota Banda Aceh adalah 0,57. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan A
aplikasi tersebut belum diupdate karena terkendala masalah teknis di Pusd

ceh

A tin

Kementerian Kesehatan, sehingga capaian per-indikator juga belum bisa dihitting

secara aplikasi.
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Tabel 3.25
Capaian 12 Indikator Keluarga Sehat Berdasarkan Aplikasi

Klgamegikuti progr*) ] 65,00% - 59.38%

L

e

2 | Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan
1 96,88%
kesehatan 00% §
3 | Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *) 100% 86,42 %
4 | Bayi mendapatkan ASI Eksklusif 100% 91,27 %
5 | Pertumbuhan Balita dipantau 100% 85,28%
6 | Penderita TB Paru yang berobat sesuai 100% 26,95%
standar
7 | Penderita hipertensi yang berobat teratur 100% 58,33%
8 | Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan .
tidak ditelantarkan e i
9 | Anggota keluarga tidak ada yang merokok *) 70,00% 64,56%
10 | Keluarga sudah menjadi anggota JKN 100% 98,24%
11 Keluarg.? mem-ﬂﬂq akses/menggunakan 100% 99,04%
sarana air bersih
12 F(eluarga memiliki akses/ menggunakan 100% 98,75%

Sumber Data : Aplikasi Keluarga Sehat (Kementerian Kesehatan) Update terakhir Oktober 2021 |
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Tabel 3.26
Indeks Keluarga Sehat Kota Banda Aceh Tahun 2021

Fr—=

=3

Update data dari Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) tidak dilakukan Setiap
bulan, namun demikian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tetap melakukan update

data secara manual berdasarkan Permenkes nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedo
Penyelenggaran Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), den
menggunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah keluarga dengan IKS>0,800

IKS Kota Banda Aceh =
Jumlah seluruh keluarga di wil tersebut
45.915
IKS Kota Banda Aceh = ———-—mme- = 0,82
56.156

1an
an

—go-
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Tabel 3. 27
Rekapitulasi IKS Kota Banda Aceh Tahun 202186

Rekapitulasi IKS Kota Banda Aceh
NO PUSKESMAS KKSEHAT | PRASEHAT
1 |MEURAXA 3144 665 0 2 : 082
2 |JAYA BARU B451 5456 994 0 1 0,54 085
3 |BANDA RAYA 6576 5519 1044 0 13 0,52 084
4 |BAITURRAHMAN 74E6 5474 1992 0 [ 0,52 073
5 |BATOH 5334 4334 1000 ] 0 0.57 081
6 |KUTA ALAM 6140 5230 208 0 2 0,67 0,85
7 |LAMPULO 3865 3136 729 0 0 0,64 081
8 |LAMPASEH KOTA 3856 3152 701 0 3 0,52 082
9 |KOPELMA DARUSSALAM 3244 211 503 [i] 1] 0,65 0,84
10 [JEULINGKE 1338 740 598 0 0 0,54 082
11 |ULEE KARENG 6075 49839 1086 0 0 0,65 082
12 |DINKES KOTABNA 56156 45915 10220 0 21 0,57 082
Ket.
Keluarga Sehat k5> 0.80
Keluarga Pra Sehat 1KS 0,50 - 0.80
Keluarga Tidak Sehat

Berdasarkan perhitungan rumus manual tersebut, maka Capaian IKS Kota Barda

Aceh sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 0,82, sedangkan target IKS Kota Banda

Aceh Tahun 2021 adalah 0,80.

Hal ini menggambarkan bahwa berdasarkan perhitungan manual Capaian 1KS

Kota Banda Aceh sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Dinas Kota Banda
Aceh tetap menghimbau seluruh Puskesmas untuk melakukan perbaikan data

Aplikasi KS (Keluarga Sehat) melalui Intervensi lanjut langsung ke sasaran keluarga

yang mempunyai masalah dengan 12 indikator keluarga sehat dan pihak Dinas Kota

Banda Aceh tetap melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan, sehingga target

vang diinginkan tercapai sesuai yang di tetapkan.
Saat ini dari perhitungan manual Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Banda A

adalah 0,82 menunjukkan target Capaian PIS PK yang telah dilaksanakan di K|

banda Aceh untuk tahun 2021 melebihi target, dimana menunjukkan posisi K
Banda Aceh Berada di Zona Hijau (Sehat), dan program Keluarga Sehat
merupakan Visi dan Misi WaliKota Banda Aceh dan sangat penting untuk

wujudkan.

ceh
ota
ota
sy

di
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PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA

(PIS- PK)

PENDATAAN KELUARGA SEHAT DAN INTERVENSI LANJUT OLEH TIM PIS-PK

PUSKESMAS

—
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DATA PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA

(PIS- PK)

—
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Target dan Realisasi Sasaran 4 terhadap target kinerja RPJMD pada tal

2021 tersaji pada Tabel 3.28:

Tabel 3.28
Realisasi dan Target sasaran 4 terhadap target RPJMD

Persentase Indeks| 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,38 0,46 0,49 0,82
Indikator Kota

Sehat yang
terpenuhi

[1un
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Grafik 3.16

Target dan Realisasi Sasaran 4 terhadap RPJMD

| 2 Wi : =i e = e R O e - -

! 1 i = e = e g r —

0.8

Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Keluarga Sehat (I}

Kota Banda Aceh dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebe:

0,33%. Jika dibandingkan dengan capaian IKS Provinsi Aceh sebesar 0,27 dan |
Nasional sebesar 0,19 artinya IKS Kota Banda Aceh memperoleh capaian |
tertinggi.

[KS

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan

program dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan

jangkauan sasaran dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, Kota Banda

Aceh berkomitmen untuk tetap aktif melaksanakan kegiatan ini dengan te

memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan, guna memastikan pelaksanaan

kegiatan PIS-PK tetap berjalan di masa pandemi Covid-19, petugas tetap melakukan

kunjungan rumah, serta melakukan intervensi terhadap keluarga yang memiliki

masalah kesehatan untuk mengetahui secara langsung kondisi kesehatan masyargkat

pada masa pandemi, data PIS-PK juga dapat digunakan untuk melakukan tinda‘kan
dalam mencegah dan mengendalikan Covid -19 di wilayah Kota Banda Aceh.
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Sasaran Strategis 5 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi ke lima yang
ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelgla

Pemerintahan Yang Baik” dengan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

sebagai Kota Ramah Birokrasi” dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
mencapai 103,49% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana disajika
dalam Tabel 3.29:

Tabel 3.29
Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2021

1. Indeks Kepuasan % 85 87,97 103,49  Sangat
Masyarakat (IKM) Tinggi

Untuk mengukur sasaran kelima digunakan satu indikator Indek Kepuasan
Masyarakat (IKM) Kota Banda Aceh Tahun 2021 terealisasi 87,97% (Kategori Baik) c|ar1
target 85%. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 lebih baik
dibandingkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 yang terealisasi sebesar
86,49% atau meningkat 1,00%. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari
survei kepuasan masyarakat pada 29 Instansi/Unit pelayanan publik. Hasil Survei

Kepuasan Masyarakat per satuan organisasi dan peringkatannya tersaji pada Tabel

3.30 berikut:




Tabel 3. 30
Peringkat Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
ada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021

RSUD Meuraxa

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Dinas Tenaga Kerja

Badan pengelola Keuangan
Dinas Kesehatan
Kecamatan Meuraxa
Kecamatan Baiturrahman
Kecamatan Kuta Raja
Kecamatan Kuta Alam
Kecamatan Banda Raya
Kecamatan Jaya Baru
Kecamatan Syiah Kuala
Kecamatan Ulee Kareng
Kecamatan Lueng Bata
Puskesmas Baiturrahman
Puskesmas Meuraxa
Puskesmas Jeulingke
Puskesmas Kopelma Darussalam
Puskesmas Jaya Baru
Puskesmas Banda Raya
Puskesmas Lampaseh
Puskesmas Batoh
Puskesmas Ulee Kareng
Puskesmas Kuta Alam
Puskesmas Lampulo

UPTD Pelabuhan Ulee Lheue

od Bt o e oo BN oo ligg o feg o Bl > BeEl o Begl > BEs > RS e Bl v Bbd

Sangat Baik
Sangat Baik

Sangat Baik

Baik

Baik

Baik
Sangat Baik

‘Sangat Baik

Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

89,73
95,35

90,56

85,00
85,75
79,29
92,80
95,38
93,42

113,43
92,80
87,33
84,78
77,09

101,04
96,50
85,87
84,86
85,50
81,99
82,22
90,30
87,90
83,05
85,97
86,30
79,50
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28 UPTD terminal B Baik 80,92
29 UPTID Pengujian Kendaraan L Cukup 76,42
Bermotor (PKB)
IKM Pemerintah Kota Banda Aceh B Baik 87,97

Sumber : Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Acch

Realisasi dan Target indikator kinerja IKM Sasaran 5 terhadap target kinerja
RPJMD pada tahun 2021 tersaji pada Tabel 3.31:

Tabel 3.31
Realisasi dan Target Indikator Kinerja IKM sasaran 5 terhadap target RPJMD

Indek Kepuasan| % | 84,18 | 85,61 | 86,49 | 87,97

Masyarakat
(IKM)

Grafik 3.17
Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat
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Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota
Banda Aceh telah dilakukan sejak Tahun 2018, untuk tahun 2021 ada 29 Instansi/Unit
penyelenggara pelayanan publik. Hasil IKM diperoleh nilai minimum terdapat pada
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unsur Waktu Penyelesaian yaitu 3,30 dan nilai maksimum yang menunjukkan nilai

yang telah baik dalam proses pelayanan adalah Biaya/Tarif yaitu dengan nilai 3,82,

sebagaiman tersaji pada Tabel 3.32 berikut:

Tabel 3.32
Perbandingan Pelaksanaan
Hasil Survei Kepuasaan Masyarakat Tahun 2018-2021

Tahun Jumlah Instansi/unit Jumlah Hasil SKM
Penyelenggara Pelayanan Responden
25 Instansi/ Unit 2415 84,18
24 Instansi/ Unit 6.114 85,61
24 Instansi/ Unit 6.447 86,49
29 Instansi/ Unit 12183 87,97

Perbandingan Survei Kepuasaan Masyarakat Kota Banda Aceh tingkat

nasional tersaji pada Tabel 3.33 berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan Hasil Survei Kepuasaan Masyarakat
Tingkat Nasional Tahun 2021
2021 Sekretariat Jenderal MPR RI 83,00
2021  Biro Humas kementrian Perdagangan 83,88
2021 Kota Banda Aceh 87,97

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh,

berdasarkan data dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, untuk tahun

2021 hanya Kota Banda Aceh yang mempunyai nilai [KM Pemerintah Kota.

Dalam usaha pencapaian sasaran ini, terdapat beberapa faktor yang

terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya sasaran ini. Adapun f.

mendorong terealisasinya target yang ditetapkan. Akan tetapi, pada sisi lain atga

penghambat yang dapat dilihat sebagai berikut:

tor
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Faktor Pendorong

1. Masyarakat tidak dibebankan lagi dengan biaya dalam memperoleh layanan
maupun sebuah produk layanan, sehingga kemauan masyarakat untuk pergi ke
unit pelayanan lebih besar;

2. Kemudahan bagi masyarakat dalam menerima informasi dan akses mengenai
pelayanan melalui media cetak maupun elektronik;

3. Sistem penanganan pengaduan pada unit pelayanan yang semakin baik dan cepat
dalam menindaklanjuti pengaduan, saran maupun masukan yang disampaikan
oleh masyarakat;dan

4. Petugas pelayanan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dengan
dukungan sarana dan prasarana serta tekhnologi yang mendukung, walaupun

masih ada beberapa unit pelayanan yang sarana prasaranya belum maksimal.

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan deni{nan

&
menjadi penghambat dalam implementasi program kegiatan. Berikut faktor

pencapaian target Indek Kepuasan Masyarakat, masih ada beberapa faktor y

penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang dapat dilaksanakan
untuk mengurangi dampak.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan dan kekurangan sarana dan prasarana serta tekhnologi mendukung
pada beberapa unit pelayanan sehingga pelayanan yang diberikan kurang efektif
dan efisien;dan

2. Petugas pelayanan yang kurang aktif dalam menginformasikan mengenai

persyaratan dan mekanisme prosedur pelayanan kepada masyarakat.

Strategi Pemecahan Masalah :
1. Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk kemudahan dalam mempersingkat

waktu penyelesaian sebuah jenis layanan agar mencapai efektifitas pelayanan.
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. Meningkatkan sarana dan prasarana ruang pelayanan sesuai standar yang tels

ditetapkan guna mendukung pelaksanaan pelayanan agar lebih maksimal se

memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan.

. Memberikan Pendidikan atau pelatihan bagi petugas pelayanan yang ak

LKjIP

Laporan Rinerja Tndtansi

202

'ta

an

memberi dampak perbaikan baik sikap dan perilaku dalam melayani maupun

pemahaman yang lebih dalam terhadap tugas dan pelayanan yang diberikan.

Kegiatan yang termasuk dalam Indeks Kepuasan Masyarakat

CARA PENYAMPAIAK PENGADUAN

Iiwdihraysl b

@ e

S et R iy el
DOV o S

. o = s i
WRKTY TENYELESAIAN

Alur Prosedur Pengaduan oleh masyarakat

pada Disdukcapil

Keterbukaan

Informasi  Mal  Pelayanan

Publik yang dapat dilihat oleh masyarakat
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Informasi mengenai layanan Gratis dan Keterbukaan informasi pelayanan beserta
Bebas Biaya kelengkapan persyaratan yang dapat dilihat
oleh masyarakat

Kondisi ruang pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Sasaran Strategis 6 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi kee
yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Membangun Infrastruktur

yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan ” dengan tujuan “Meningkat

Kualitas dan Kuantitas Sarana serta Prasarana Kota yang Berwawasan LingkunEan

dan Berkesinambungan”. Pengukuran capaian kinerja sasaran “Peningkatan Saz

Al

dan Prasarana yang Mendukung Pencapaian Kota Layak Huni” dengan indikator

Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni mencapai realisasi sebesar 71,00 dengan tafget

62,90 artinya realisasi yang dicapai melebihi target sebesar 8,10 yaitu dengan caj

112,87% dan termasuk predikat “Sangat Tinggi” sebagaimana tersaji pada Tabel 3.34:

Tabel 3.34
Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2021

1. Indeks Infrastruktur Kota Indeks 62,90 71,00 112,87 Sangat
Layak Huni Tinggi

Rata-rata Capaian Kinerja 112,87

Kondisi Kota Banda Aceh yang berkembang pesat dengan keberadaan
beragam infrastruktur sebagai upaya untuk memperluas jaringan lingkup pelaya)E

Kota Banda Aceh bagi masyarakat. Selain itu, Kota Banda Aceh sebagai salah s

an

atu

Kota di Indonesia yang ingin mewujudkan kondisi sebuah lingkungan dan suasana

Kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas y:

ng

dilihat dari berbagai variabel yang mendukung kualitas fasilitas dan kenyamanan

dalam berlingkungan.
Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Bappeda melaksanakan kegiatan Sur

L/ei

Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni untuk mengetahui angka Indeks Infrastrukitur
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Kota Layak Huni. Terdapat aspek utama dalam mengukur indeks infrastruktur,
diantaranya: infrastruktur sarana transportasi, infrastruktur penyediaan air betsih,

infrastruktur drainase, infrastruktur perumahan dan permukimam, air limbah,

persampahan, ruang terbuka hijau, penyediaan perumahan, fasilitas Keseh
fasilitas ekonomi, fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasili

taman kota, fasilitas pejalan kaki, fasilitas rekreasi serta infrastruktur energi
listrik. Tersusunnya Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni Kota Banda Aceh seb
salah satu alat ukur indikator kinerja utama Kota Banda Aceh.

Adapun tujuan Survey Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni Banda Aceh
adalah untuk:

» Mengetahui kelayakan huni Kota Banda Aceh berdasarkan persepsi warga

sebagai subjek dan objek pembangunan;

\%

Mengetahui penilaian warga akan dampak pembangunan di Banda Aceh

berdasarkan pengalaman individuw;

h 7

Mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian utama

warga;

Y

Menjadi input bagi dokumen perencanaan dari tingkat gampong hingga Kota;dan

¥!

Menjadi dasar bagi program pembangunan di masa depan.
Berdasarkan Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, ada 5 (lima) tingkatan
pengukuran Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni, Yaitu:

1. Indeks Kelayakhunian Sangat Rendah (0-20)
Indeks Kelayakhunian Rendah (21-40)
Indeks Kelayakhunian Sedang (41-60)
Indeks Kelayakhunian Tinggi (61-80), dan
Indeks Kelayakhunian Sangat Tinggi (81-100).
Adapun hasil Survey Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni Kota Banda Aceh
yang dilakukan oleh Tim Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia tahun 2021

voa woN

memperoleh angka rata-rata 71,00. Indeks ini telah melampaui target yang ditetapkan
dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 sebesar 62,90. Dengan pengukuran
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Indeks tersebut, maka Kota Banda Aceh pada tahun 2021 termasuk ke dalam kota
dengan tingkatan Indeks Kelayakhunian Tinggi.
Fasilitas infrastruktur kota yang memiliki nilai diatas rata-rata diantaranya

fasilitas peribadatan, fasilitas telekomunikasi, penyediaan air bersih, fasilitas

pendidikan, fasilitas kesehatan, energi, transportasi, dan pengelolaan persampaha:L
Sedangkan beberapa fasilitas yang memiliki nilai dibawah rata-rata adalah
fasilitas pejalan kaki, fasilitas taman kota, perumahan, fasilitas pengelolaan air kptor

dan drainase.

FAKTOR PENDUKUNG CAPAIAN

Survey Indeks Kota Layak Huni merupakan survey berbasis pada persTpsi
masyarakat. Dengan angka Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni 71 menunj

bahwa Kota Banda Aceh tingkat kelayakhuniannya tinggi. Hal ini diperoleh k
adanya upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan infrastrutur
terutama fasilitas peribadatan, fasilitas telekomunikasi, penyediaan air bersih, fasili

pendidikan, fasilitas kesehatan, energi, transportasi, dan pengelolaan persampahan.

Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya melaksanakan program/ kegiItan
pembangunan prioritas sesuai yang dibutuhkan untuk pembangunan/peningkatan
infrastruktur kota. dalam pelaksanaan pembangunan juga dipengaruhi ¢leh

komitmen, kerjasama antar lembaga terkait dan partisipasi masyarakat.

DATA DUKUNG FAKTOR PENDUKUNG
Data dukung faktor pendukung capaian yaitu hasil survey Indeks Kota Layak

Huni oleh Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 25
Oktober 2021.
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Infrastruktur
Kota Layak Huni

Realisasi dan Target Sasaran 6 terhadap target kinerja RPJMD pada tal
2021 tersaji pada Tabel 3.35:

Indeks | 64,40 | 61,90 | 62,40 | 62,90

Pelaksanaan Survey MLCI

Tabel 3.35
Realisasi dan Target Sasaran 6 terhadap target RPJMD

Grafik 3.18
Target dan Realisasi sasaran 6 terhadap target RPJMD Tahun 2021
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Sasaran Strategis 7 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi ke
yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Kota Banda A

Gemilang dalam Bingkai Syariah” dengan tujuan “Memperkuat Ugp

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”. Pengukuran capaian ki

sasaran “Pemerataan Pembangunan Berbasis Gender dan Ramah Anak” den;

indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Persentase Indikator Kota L3
Anak.

Persentase capain kedua indikator sebesar 210,00% dengan predikat “Sangat

Tinggi” sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.36:

Tabel 3.36
Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2021

1. Indeks Pembangunan % 96,74 95,26 98,47
Gender (IPG) Sangat
2. Persentase Indikator Kota % 62 69,3 iz Tinggi
layak anak yang dipenuhi

1. Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) :

S SRR R ot e SSSERENE S TSR

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capeg

ian

antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki.
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat)

2. Pendidikan (pengetahuan)
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3. Ekonomi (standar hidup layak)

Nilai IPG Kota Banda Aceh tahun 2021, sampai dengan laporan ini dibuat
belum diperoleh. Nilai IPG yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021
adalah nilai IPG tahun 2020 sebesar 95.26%, tidak mencapai target yang ditetapkan
sebesar 96.74%.

Penetapan target yang lebih tinggi dari estimasi kenaikan nilai IPG |per
tahunnya menyebabkan capaian tidak sesuai dengan target yang direncanaizan.
Namun demikian, nilai IPG tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada
diatas nilai IPM.

Data perbandingan IPM dengan IPG tahun 2017-2020, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 3.19
IPM dan IPG Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2020

— e — -

2017 2018 2015 2020

IPM = IPG

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa IPG Kota Banda Aceh dari
tahun 2017-2020 mengalami kenaikan per tahun dan berada diatas nilai IPM.
Nilai IPG diatas nilai TPM menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan

pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang mengarah kepada

terwujudnya kesetaraan gender di Kota Banda Aceh.
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Nilai [PM perempuan di Kota Banda Aceh cukup tinggi, mendekati nilai 1
laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.20;

Grafik 3.20
IPM Perempuan dan IPM Laki-laki di Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2020

o o—8—0

2017 2018 2019 2020

goe [PM L == [PV P

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

IPM perempuan dan IPM laki-laki di Kota Banda Aceh meningkat se

PM

iap

tahunnya dari tahun 2017-2020, dengan nilai IPM perempuan yang tidak terlalu j
dari IPM laki-laki, selisih sebesar 4%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan st

tus

na

kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kota Banda Aceh din
partisipasi perempuan telah didorong secara maksimal ke arah keseimbangan.

Di tingkat provinsi dan nasional, nilai IPG Kota Banda Aceh juga sangat baik bet

diatas nilai IPG Propinsi Aceh dan Indonesia, disajikan pada grafik 3.21;

ada
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Grafik 3.21
IPG Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Indonesia
Tahun 2017-2020

Kota Banda Aceh  ® Provinsi Aceh Indonesia

2017 2018 2018 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan grafik 3.21, secara umum dapat dilihat bahwa nilai IPG Kota

Banda Aceh tahun 2017-2020 berada di atas nilai provinsi dan Indonesia (nasional)

Kota Banda Aceh telah menunjukkan pencapaian yang semakin baik ke
keberhasilan pembangunan. Hal ini sangat bergantung pada sejauh
keseimbangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki yang terus didorong s
maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki

perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang men|

prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tuji

tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangut

baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

ah

dan
jadi

lan

an,
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2. Indikator Kinerja Persentase indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi

Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mempunyai sistem pembangu;

nan

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerin

ah,

masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan

dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak
perlindungan anak.

Indikator KLA terbagi dalam 1 (satu) klaster Penguatan Kelembagaan dan 5 (li
klaster Pemenuhan Hak Anak.

Klaster : Penguatan Kelembagaan

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota LAyak Anak;
2. Menguatnya kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); dan

|
dan

ma)

3. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Klaster I: Hak Sipil Dan Kebebasan

1. Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
2. Tersedia fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan

3. Terlembaganya Pastisipasi Anak.

Klaster I1: Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

1. Persentase Perkawinan Anak;

2. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi or
tua/keluarga;

3. Persentase lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi;

4. Persentase pengembangan anak usia dini holistic dan integrative (PAUD-HI); dan

5. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

1. Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

Ang
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2. Prevelensi status gizi balita;

3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada bayi dan anak (PMBA) Usia di bayah

2 tahun;

4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;

5. Persentase Rumah Tangga dalam akses air minum dan sanitasi yang layak; dan

6. Tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok.

Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya
1. Persentase wajib belajar 12 tahun;
2. Persentase sekolah ramah anak (SRA); dan

3. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang Ran[tah

Anak.

Klaster V : Perlindungan Khusus

1. Peraturan daerah/kebijakan, upaya Pencegahan, penyediaan layanan, penguatan

dan pengembagan lembaga;

2. Situasi darurat dan pornografi (anak korban bencana dan konflik yang terlayani;

HIV-AIDS dan NAPZA);

3. A. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang

terselesaikan; anak korban jaringan terorisme; anak korban stigmatisasi akibat

pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani;

L?lari

B. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yjang

terlayani; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

4. Perlindungan anak dari KTA (kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonpmi

(BPTA) dan seksual, perdagangan serta kejahatan seksual).

Berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak, Kota Banda Aceh memperoleh nilai/skor
(69.3%) dalam Kategori Madya. Skor KLA Kota Banda Aceh tidak mencapai ta
yang telah ditetapkan sebesar 85%.

693
'get
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Nilai evaluasi KLA Kota Banda Aceh tahun 2017-2021 tersaji pada Grafik 3.22;

Grafik 3.22
Skor Kota Layak Anak Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa skor KLA Kota Banda Aceh
tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Tahun 2018, Kota Banda Aceh mendapatkan
penghargaan KLA dalam kategori Pratama dengan skor 645 berdasarkan evaluasi KLA
tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019, Kota Banda Aceh memperoleh penghargaan g
lebih tinggi dalam kategori Madya dengan skor 664. Di tahun 2020, tidak dilakukan
evaluasi KLA akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, Kota Banda Aceh kempbali

memperoleh penghargaan KLA dalam kategori Madya dengan skor 693 untuk evalhasi
tahun 2020 dan 2021.

Capaian pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak Tahun 2021, sebagai berikut:

1) Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh menjadi salah satu rujukan dan tempat tujuan
studi banding kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh untuk pengembanjgan
Kota Layak Anak, dengan lokus Dinas P3AP2KB, Unit Layanan Perlind Ian
Perempuan dan Anak (P2TP2A), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Hutan Kota

Tibang, Puskesmas Meuraxa sebagai Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak dan

Gampong Laksana;
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2) Keterwakilan Forum Anak Kota Banda Aceh telah menjadi salah satu stake ho

yang dilibatkan dalam proses pembangunan;
3) Tersusunnya Qanun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak;

4) Tersusunnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 98 Tahun 2021 tentang Gu

Tugas Kota Layak Anak.

Rangkaian kegiatan Kota Layak Anak tahun 2021:

der

Zus

1. Kegiatan pengisian indikator evaluasi Kota Layak Anak dan evaluasi indikftor

Kota Layak Anak oleh Tim Kementerian PP PA RL
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3. Kegiatan Forum Anak Saweu Sikula
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4. Kunjungan pemerintah Aceh Tengah untuk study tiru pengembangan Kota L3
Anak Kota Banda Aceh

5. Pengembangan PAUD HI dan Sekolah Ramah Anak tingkat PAUD sekota Banda

yak

ceh

melalui sosialisasi dan penandantanganan MOU bersama.
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e Faktor penghambat terhadap ketidakcapaian

1. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19, dimana beberapa kegiatan meng:linj
at

pembatasan kegiatan lapangan yang melibatkan/menghadirkan banyak orang.

penyesuaian dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan

Pergantian/mutasi pejabat penanggungjawab kegiatan menyebabkan terputus

informasi yang mempengaruhi capaian indikator kinerja.

Realisasi dan Target Sasaran 7 terhadap target kinerja RPJMD pada

2021 tersaji pada Tabel 3.37:

Tabel 3.37

Target dan Realisasi sasaran 7 terhadap target RPJMD

Indek
Pembangunan
Gender (IPG)

202

Laporan Rinerja Tnstansi Pemeni

1

Ya

2 | Presentase
Indikator ~ Kota
Layak Anak yang
dipenuhi

53 56 39 62 65 76,4 76,4

69,3

Grafik 3.23
Realisasi dan Target sasaran 7 terhadap target RPJMD

Realisasi dan Target Indikator Kinerja

Indeks Pembangunan Gender
120 —— == = )
00 — -
g 80
£ |
= B
20 |
. B _— ]
2018 2019 2021 | -
MRealisasi 954 9546 T S
— — — — [ ——
uTarget | 9566 | 96.02 96.38 9674 | 971
| LiCapaian%  100% 101% 101% 102% ;'
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Grafik 3.24
Realisasi dan Target Sasaran 7 terhadap target RPJMD
Realisasi dan Target Indikator Kinerja
Presentase Indikator Kota Layak Anak yang
dipenuhi
90 ==t el e e e = = Eaie
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Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp. 1,207,496,553,458,- dengan capaian sebesar 91,00 % gari
total Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1,332,172,790,387,-

Realisasi Anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan gdan
Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2021 berdasarkan program yang diperun
dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja .

Hasil analisis capaian kinerja sasaran, program dan indikator kinerja dan

persentase penyerapan anggaran tersaji pada Tabel 3.38:
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Tabel 3.38
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021

Meningkatnya | Indek Kota Program 76,77 95,96 10,765,376,652 5,047,912,650 46,89
kesadaran Syariah Kota | Syariat Islam
masyarakat Banda Aceh | Aceh
dalam
penerapan
syariat Islam
Terpenuhinya | Persentase 1. Program T7% 83,21 108,06 77,515,290,552 | 48,470,542,624 62,53
Standar Indikator Pengelolaan
Nasional SINF yang Pendidikan
s telah 2. Program
i dipenuhi Pengemba
(SNP) pada Sekolah ngan
setiap jenjang Kurikulum
pendidikan 3. Program
Pendidik
dan tenaga
kependidik
an
4. Program
pengemba
ngan
bahasa dan
sasira
Peningkatan Angka 1. program 18.352 20,950 88 3,227,798,490 2,504,972,345 78
kesejahteraan Kemiskinan Re}lla}militasi jiwa jiwa
sosia
masyarakat 2, Program
Perlindungan
dan jaminan
sosial
3. program
penanganan
bencana
Tingkat Program 6,08% 8,04 68 10,000,000 | 10,000,000 100
Pengangpur | Pelatihan kerja
an Terbuka dan
Produktifitas
tenaga kerja
Persentase Program 75% 80,80 107,73 359,668,350 311,272,545 86,54
Peningkatan | Pengendalian
Nilai Pelaksanaan
Investasi Penanaman
Modal
Meningkatnya | Persentasen | Program 0,8% 0,82 103% 669,714,000 217,200,000 32,43
107




Indeks Indikator Pemberdayaa
Keluarga Kota Sehat n masyarakat
Sehat yang Bidang
terpenuhi kesehatan
Terwujudnya Indek Program 85% 87,97 103,49 246,137,100 139,454,500 56,66
Kota Banda Kepuasan Penunjang
Aceh sebagai | Masyarakat | urusan
Kota Ramah (IKM) scme;‘inf.ahan
aeran
Birokrasi kabupatea/iGo
ta !
Peningkatan Indeks Program 62,90% 71,00 112,87 107,623,400 1,557,000 1,45
sarana dan Insfrastrukt | penelitian dan
prasarana ur Kota Pengembangan
Layak Huni | Daerah
yang
mendukung
pencapaian
Kota Layak
Huni
Pemerataan Indek Program 96,74% 95,26 98,47 613,947,500 402,028,000 65,48
pembangunan Pembaguna | Pengarusutam
berbasis n Gender aan gender
gender dan () dan
ramah anak Fefli sesifyoe
n Perempuan
Persentase Program 62% 69,3 112 134,795,500 9,375,500 6,96
Indikator Pemenuhan
Kota Layak Hak Anak
Anak yang
Dipenuhi
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Laporan Kinerja Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota berkaitan denfan
penyelenggaraan Pemeritahan pada Tahun 2021 dengan menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah

Kota Banda Aceh Tahun 2021 dan capaian sasaran strategis tahun-tahun
sebelumnya.

Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada
sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2017-2022 Kota Banda Aceh, yang berupa analisis gan
pengukuran kinerja terhadap pencapaian Indikator, Sasaran Strategis gan
Capaian Misi.

Capaian Sasaran Strategis menunjukkan perkembangan yang
signifikan, berdasarkan pengukuran terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis
menunjukkan 6 (enam) sasaran strategis dengan kategori “Sangat Tinggi” dan
1 (satu) sasaran strategis dengan kategori “Tinggi”.

Dari pengukuran terhadap 7 (tujuh) Misi, 7 (tujuh) sasaran dan 10

(sepuluh) indikator secara ringkas tersaji pada tabel 4.1:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Capaian Sasaran

LR %

1 Misi1 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguata
~ Agqidah, Syariah dan Akhlak
~ Meningkatnya Indek Kota Syariah 80% 76,77% 93,96
~ kesadaran masyarakat Kota Banda Aceh
~ dalam penerapan
.~ syariat Islam

Rata-rata Capaian 95,96

‘2 Misi 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan
- Olahraga

109
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Terpenuhinya Persentase Indikator ~ 77%  8321% 10806
Standar Nasional SNP yang telah '
Pendidikan (SNP) dipenuhi Sekolah
pada setiap jenjang
pendidikan
Rata-rata Capaian 108,06

Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahter
Masyarakat

Peningkatan Angka kemiskinan ~ 18.352 jiwa 20,950 Jiwa

Kesejahteraan ; ;
Masyarakat gmgkﬂt 6,08%  894%
engangguran
Terbuka

Persentase 75% 80,80% 10%,73

peningkatan nilai
investasi

Rata-rata Capaian 87,91
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Indeks Keluarga 0,8 0,82 103

Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Sehat

Rata-rata Capaian 103
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerinahan Yang Baik

Terwujudnya Kota Indeks Kepuasan 85% 87,97 % 101
Banda Aceh sebagai Masyarakat (IKM)
Kota Ramah
Birokrasi

Rata-rata Capaian 103,49
Misi 6. Membangun Infrastuktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan
Berkelanjutan
Peningkatan sarana Indeks Insfatrustur 62,90% 71,00 112
dan prasarana yang Kota Layak Huni
mendukung
pencapaian Kota
Layak Huni

Rata-rata Capaian 112,87

Misi 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Pemerataan Indeks 96,74 % 95,26% 98
pembangunan Pembangunan

5,49




2021
klm;a Inotansi |Pemenintah

berbasis gender dan Gender (IPG)
. ramah anak

Persentase Indikator 62% 69,3% 112
Kota layak anak yang
dipenuhi

Rata-rata Capaian 105,24

4.2 Rencana Tindak Lanjut
Selanjutnya Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan dimasa a
datang antara lain yaitu :

1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan su

selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direflikasi ke berbagai daerah;

ﬁ(fm

dah

2. Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan

langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan inst

pendidikan/riset serta dunia usaha;

fusi

3. Menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan ygang

sudah baik;

4. Melakukan penyusunan program-program baru bersifat terobosan baru

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu

segera dilaksanakan bersama dengan dukungan dari Pemerintah Prov
dan Pemerintah Pusat.

Banda Aceh, Maret 2022 M

L Ra’jab 1443 H
WALIHOTA B

f

4

o=
\_bﬂ H. AMINULL USMAN, SE.Ak, M}

insi

vi




e

D21

Demenivitats




PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

INSPEKTORAT

Jin. Prof. Ali Hasyimi Lr. Geuchik Daud Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Telp (0651) 8057123, Fax (0651) 8057123

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahur|
anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuag

dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikar]
secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporar

kinerja ini.

Banda Aceh 10-Maret 2022
?yINS PEKTQRAT'KOTA BANDA A'CEH/\J
w4 Inspektur '- |

Nip. 19760407 199503 2 01
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PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2021
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e o e

Penghargaan Direktorat Jenderal
Kekayaan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia Tahun 2021

Anugerah Prof A Majid Ibrahim (4AMI)
ke-VII Tahun 2021
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Penghargaan Pelopor Literasi 2021
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Menpan RB Anugerahi Penghargaan
Pelaksanaan RB kepada Pemerintah Kota
Banda Aceh

Penghargaan WTP 13 Berturut turut
Tahun 2021

Banda Aceh Terima Penghargaan BKN
Award Tahun 2021
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Banda Aceh Terima Penghargaan glari JSI
Tahun 2021

Walikota Banda Aceh Terima Dua
Penghargaan dari Menteri PPPA-RI|2021
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Walikota Banda Aceh Terima 2
Penghargaan (STBM AWARD) DARI
MENKES RI TAHUN 2021

Walikota Banda Aceh Terima
Penghargaan APEKSI 2021

Wali Kota Terima Anugerah dari LKBN
ANTARA 2021
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Pengghargaan pelapor ruang Bermain
Anak Hutan Kota Tibang

Kemenkumham RI Serahkan
Penghargaan Banda Aceh Kota jﬁwaw
Peduli HAM 2021

Penghargaan pesona Indonesia 2021
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Penghargaan PWI Tahun 2021

Wali Kota Terima Penghargaan|dari
Bank Indonesia 2021

Wali Kota Terima Anugerah Meritokrasi,
Satu-Satunva di Aceh 2021




